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NAMA : NURAENI HUSAIN 
NIM  : 90400114014 
JUDUL : PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH : KEBIJAKAN 
TRANSAKSI NON TUNAI (STUDI PADA PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN GOWA) 
 
Skripsi ini membahas tentang penerapan Transaksi non tunai pada 
pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan good governance dengan tujuan 
agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di 
Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Untuk menjawab permasalahan diatas 
dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan 
fenomenologi. Dalam mengumpulkan data tersebut menggunakan wawancara dan 
beberapa data sekunder pendukung lainnya. Kemudian peneliti menganalisis data 
dan menginterprestasikan data yang didapatkan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transaksi non tunai pada tata kelola 
keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gowa sudah berdasarkan good 
governance tetapi belum sepenuhnya optimal dan transaksi non tunai pada 
pengelolaan keuangan daerah dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi 
saat ini belum efektif. Hal tersebut terkait dengan masalah infrastruktur dan 
Rekening. Meskipun penerapan transaksi non tunai belum efektif, tetapi dengan 
penerapan transaksi non tunai dapat mempermudah dalam pelaksanaan pembuatan  
laporan pertanggungjawaban. Diterapkannya Transaksi non tunai merupakan 
sistem pengembangan dalam transparansi pengelolaan keuangan di pemerintah 
daerah. Jadi lebih terlihat karena mampu menguraikan secara jelas dan rinci alur 
dari setiap transaksi keuangan yang dihasilkan mampu memberikan informasi 
secara cepat, tepat, lengkap dan dapat diandalkan. Maka dari itu transparansi 
tersebut secara langsung mampu menujukkan akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah. 
 
Kata kunci : Pengelolaan Keuangan Daerah, Transaksi Non Tunai, Good 












A. Latar Belakang Masalah 
Pemerintah Kabupaten Gowa adalah salah satu daerah tingkat II di 
Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota 
Sungguminasa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km dan 
berpenduduk sebanyak ± 652.941 jiwa. Sejak diberlakukannya Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka yang menjadi perhatian kita adalah 
bagaimana selanjutnya pemerintah daerah Mengelola keuangan dan 
mempertanggung jawabkannya (Fitriyani dkk, 2015).  
Tugas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu 
memenuhi kepentingan rakyat seperti kegiatan pembangunan, pembinaan, dan 
pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya tujuan Negara Republik Indonesia 
(Syamsinar,2016:5162). Hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan Undang 
Undang Dasar 1945 alinea keempat bahwa tugas umum pemerintah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia adalah : 
“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berlandaskan 
Pancasila”. 
 
Sebagaimana di atur didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang 
Pemerintah Daerah (Perubahan UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 32 
tahun 2004), sebagai berikut: 
“Penyelenggaraan pemerintahan terkait urusan pemerintahan adalah 





pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaran 
pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
mensejahterakan masyarakat”. 
 
Kutipan dalam UU tersebut menjelaskan tentang pemerintah harus 
memberikan pelayanan yang baik kepada rakyatnya dan mampu dijadikan panutan 
bagi semua orang. 
Saat ini, isu yang berkaitan dengan aparat birokrasi yang 
bertanggungjawab yaitu isu good governance pada  pengelolaan keuangan daerah. 
Pengelolaan tata pemerintahan yang baik atau good governance dapat 
menghasilkan birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif, serta 
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (Syamsinar, 2016:5162). Akan 
tetapi, saat ini isu sentral yang menjadi pembicaraan hangat yaitu pembenaan tata 
kelola keuangan. Setiap pemerintah pasti mengiginkan pemerintahannya berjalan 
dengan baik  guna untuk mensejahtrakan rakyatnya.  
Namun, yang terjadi proses pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten 
Gowa masih dihadapkan pada permasalahan pokok, yang terdiri dari masalah 
sumber daya manusia, masalah peraturan perundang-undangan, dan masalah 
infrastruktur. 1). Masalah sumber daya manusia (SDM); masih lemahnya sumber 
daya manusia yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah khusunya 
dalam memahami penggunaan SIMDA. 2). Masalah Peraturan Perundang-
undangan; Berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan 
daerah masih mempunyai potensi multi tafsir sehingga menimbulkan banyak 
persepsi mengenai tata laksana keuangan daerah. 3). Masalah Infrastruktur; 





SKPD berada, karena SIMDA secara online mengharuskan seluruh proses 
keuangan daerah dilaksanakan secara online, untuk itu fasilitas untuk mendukung 
proses keuangan secara online tersebut harus tersedia dengan baik. 
Pengelolaan keuangan daerah yang harus dilakukan secara ekonomis, 
efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip value for money serta partisipatif, 
transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan 
ekonomi serta kemandirian suatu daerah (Yatminiwati, 2018). Dengan demikian 
suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut 
memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah 
(Kaunang dkk., 2016).  
Otonomi daerah  merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam 
pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggungjawab untuk 
mengelola sumber-sumber keuangan yang di miliki sesuai dengan kepentingan, 
prioritas dan potensi daerah sendiri (Maryati, 2010). Pengelolaan keuangan yang 
berorientasi pada kinerja menuntut adanya desentralisasi. Desentralisasi 
pengelolaan keuangan daerah merupakan desentralisasi administratif, yaitu 
pendelegasian wewenang pelaksanaan sampai pada tingkat hierarki yang paling 
rendah (Hendra, 2018).  
Dalam hal ini Pengelolah Keuangan Daerah diberi wewenang dalam batas 
yang telah ditetapkan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, namun mereka 
memiliki elemen kebijaksanaan dan kekuasaan serta tanggungjawab tertentu 
dalam hal sifat dan hakekat jasa dan pelayanan yang menjadi tanggungjawabnya 





adalah menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian kegiatan 
keuangan.  
Mardiasmo (2002) memberikan pengertian fungsi pengelolaan keuangan 
adalah menyangkut keputusan investasi, pembiayaan dan deviden untuk suatu 
organisasi. Fungsi-fungsi ini harus sama dilaksanakan dalam organisasi bisnis, 
bidang pemerintah, maupun organisasi-organisasi. Adanya perubahan paradigma 
pemerintah, dari sentralistik (terpusat) ke desentralistik (otonomi daerah) ini 
sangat mempengaruhi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah untuk 
mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, membawa 
konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian 
dana yang dimiliki dengan cara efektif dan efisien. Dengan pengalokasian dana 
secara baik, maka akan berimplikasi pada pembangunan daerah yang berjalan 
sesuai yang diharapkan (Dewi, Dkk., 2015). 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 menyatakan bahwa; (1) Keuangan daerah 
dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, 
efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, 
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. (2) Pengelolaan keuangan daerah 
dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD 
yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Penilaian kinerja terhadap 
individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara 
keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya 






Penilaian kinerja dikemukakan oleh Mardiasmo (2004) yang menyatakan 
bahwa untuk karyawan yang bekerja di sektor publik seperti pegawai negeri sipil, 
maka penilaian pengukuran kinerjanya dilakukan untuk memenuh tiga maksud. 
Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk memperbaiki 
kinerja pemerintah yang berfokus kepada tujuan dan sasaran program unit kerja. 
Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi 
sektor publik dalam memberikan pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor 
publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. 
Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan 
pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Rahmah, 
2016). 
Dalam pelaksanaan pemerintah daerah dituntut adanya suatu aspek tata 
pemerintahan yang baik (Good Governance), dimana salah satu karakteristik atau 
unsur utama dari Good Governance adalah transparansi dan akuntabilitas 
(Nasihatun dan Suryaningtyas, 2015). Transparansi dan akuntabilitas menjadi 
suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, 
baik organisasi pemerintahan maupun organisasi non pemerintahan (Ketut, dkk, 
2015). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan 
misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media 
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Aprisami, 2012). 
Akuntabilitas dalam pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang 





Pengelolaan keuangan daerah tentunya harus dilakukan dengan 
manajemen yang baik karena dana yang masuk ke daerah bukanlah dana yang 
kecil melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah pemerintahan daerah 
(Nurhayati, 2017). Kemajuan yang cepat dalam teknologi, mengubah kondisi 
sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi sekarang ini 
tidak hanya difasilitasi dengan uang tunai saja tapi telah merambah dengan 
menggunakan instrumen non tunai secara elektronik yang lebih efisien dan 
ekonomis.  
Adapun pelaksanaan berbagai pembayaran secara transaksi non tunai 
diwujudkan sebagai salah satu upaya pembenahan tata kelola keuangan di 
pemerintah daerah kabupaten Gowa. Pemerintah daerah kabupaten Gowa saat ini 
menerapkan konsep transaksi non tunai agar tercipta akuntabilitas dan 
transparansi dalam pemerintahan. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan 
keterlibatan seluruh pegawai dalam suatu instansi untuk melakukan kegiatan 
dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran. Dengan adanya 
keterlibatan tersebut akan mendorong para pegawai dan kepala bagian untuk 
bertanggungjawab terhadap masing-masing tugas yang diembannya sehingga para 
pegawai dan kepala bagian akan meningkatkan kinerjanya agar mereka dapat 
mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan dalam anggaran tersebut 
(Agusti, 2012).  
Oleh karena itu pemerintah kabupatan Gowa Tahun 2018 ini 
memberlakukan transaksi non tunai sebagai upaya peningkatan transparansi dan 





berlakunya transaksi non tunai ini, pengelolaan keuangan daerah lebih transparan, 
efektif, dan efisien. Serta mampu menutup ruang-ruang tindak pidana korupsi.  
Transaksi non tunai sekaligus upaya mendukung keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab 
Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara. Kinerja yang baik bagi pemerintah daerah harus selalu ditingkatkan 
dimana adanya tuntutan dari masyarakat, maka dari itu pemerintah harus 
memberikan tanggungjawabnya mengenai segala aktivitas dan kegiatan kepada 
masyarakat. Segala macam aktivitas kepada prinsipal (sebagai pemberi amanah), 
dimana prinsipal tentunya memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 
pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).  
Dalam hubungan antara agen dan prinsipal (Agency Theory), kemungkinan 
akan timbulnya suatu masalah apabila terdapat informasi asimetri yang 
menyebabkan agen melakukan tindakan yang menyimpang (Scott, 1997). 
Berdasarkan hal tersebut maka akuntansi memiliki peranan yang sangat penting 
khusunya sebagai alat pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam hubungan antara 
prinsipal selaku pemberi tugas dan kekuasaan kepada agen untuk melakukan 
pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan prinsipal. 
Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan dapat 
membuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik (good governance). Good 
Governance merupakan lebih dari satu set alat manajerial untuk mencapai 
pelayanan publik yang lebih baik. Adanya Pemerintahan yang baik merupakan 





menjadi masyarakat yang sejahtera, semua itu desebabkan karena adanya sebuah 
tim/group organisasi yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi tujuan organisasi 
tersebut.  
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Focus Penelitian ini adalah bagaimana penerapan transaksi non tunai pada 
pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan good governance. Pemerintah 
Daerah memerlukan system yang dapat menghasilkan laporan keuangan secara 
lebih komprehensif yang meliputi kondisi kinerja keuangan daerah, dan 
akuntabilitas Pemerintah Daerah. Sistem tersebut juga harus mengacu pada 
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah  dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/ 
1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota. 
Objek dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di 
Kabupaten Gowa. Pemilihan objek berupa salah satu SKPD dikarenakan Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah fungsinya ada 2 yaitu selaku bendahara umum 
daerah dan juga selaku SKPD. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku 
sebagai Bendahara Umum Daerah sebagai kordinator didalam rangka pelaksanaan 
penerapan transaksi non tunai di Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.  
Penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada informan secara 





memberikan informasi tentang penerapan transaksi non tunai pada pengelolaan 
keuangan daerah dalam mewujudkan good governance. 
C. Rumusan Masalah 
Pemerintah daerah harus hati-hati untuk menghindari timbulnya 
penyelewengan dan penyimpangan anggaran. Oleh karena itu, pengelolaan 
keuangan daerah mutlak diperlukan, demi menjamin dan mewujudkan sebesar-
besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 
diangkat, yaitu: 
1. Bagaimana penerapan transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan 
daerah di Kabupaten Gowa? 
2. Bagaimana transaksi non tunai mampu mewujudkan akuntabilitas dan 
transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Gowa ?  
3. Bagaimana pandangan pegawai negeri sipil terhadap penerapan transaksi 
non tunai di Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa ? 
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu  
Dasar atau acuan yang berupa temuan-temuan melalui hasil berbagai 
penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan 
sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu 
dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan 
permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, focus 





penerapan transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah dalam 
mewujudkan good governance. 
Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan 
untuk penelitian saat ini:  
 Tabel 1.1 





Utari dan Salomo 
(2017) 
Analisa Pelaksanaan 
Transaksi Non Tunai 
(Non Cash) Berdasarkan 
Prinsip Good 
Governance Di 




pelaksanaan non tunai pada 
tata kelola keuangan pemda 
prov DKI Jakarta sudah 
berdasarkan good governance. 
Tetapi belum sempurna karena 
tujuan dan sasaran dari 
implementasi pembayaran 
secara non tunai adalah untuk 
menciptakan akuntabilitas, 
transparansi serta berlandaskan 
hukum. Namun, yang 
dilakukan oleh pemprov DKI 
masih dalam tahap 
pengembangan sehingga masih 







Daerah Dalam Mencapai 





menunjukkan bahwa pada 
tahap pelaksanaan prinsip 
transparansi dan akuntabilitas 
telah terpenuhi dan terlaksana 
sepenuhnya karena 
pertanggung jawaban secara 
fisik dan administrasinya sudah 
selesai dan lengkap sesuai 






Shaleh (2016) Efektifitas Kepegawaian 
Dalam Pengelolaan 
System Transaksi 
Pembayaran Non Tunai 
Dinas Kesehatan 
Kabupaten Nunukan 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa dari sisi pekerja dan 
praktik manajemen belum 
efektif karena masih terdapat 
kendala seperti; adanya 
kesalahan dalam proses entri 
data nomor rekening, selain itu 
juga tidak diberikannya 
informasi tentang nama 
program dan kegiatan  atas 
dana yang ditransfer kepada 
yang bersangkutan. Sehingga 
belum sepenuhnya bisa 
dikatakan efektif dalam 
pengelolaan system transaksi 
pembayaran non tunai. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari 
penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan transaksi non tunai pada pengelolaan 
keuangan daerah di Kabupaten Gowa. 
2. Untuk mengetahui penerapan transaksi non tunai dalam mewujudkan 
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten 
Gowa. 
3. Untuk mengetahui pandangan pegawai negeri sipil terhadap penerapan 
transaksi non tunai di Pemerintah Kabupaten Gowa. 
F. Manfaat Penelitian 





1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini dapat  memberikan  pemahaman  
kepada  pegawai dan masyarakat tentang: 
a. Pentingnya transaksi berbasis non tunai untuk menerapkan 
akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintah daerah kabupaten 
Gowa.  
b. Meningkatkan kinerja agar dapat mencapai sasaran atau target yang 
telah ditetapkan dalam anggaran.  
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-
pihak yang membutuhkan untuk dijadikan panduan mengenai kemajuan 




















A. Agency Theory 
Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual 
antara principals dan agens. Pihak principals adalah pihak yang memberikan 
mandat kepada pihak lain yaitu agent untuk melakukan semua kegiatan atas nama 
principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 
1984). Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar agency theory, 
diakui atau tidak di pemerintah daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan. 
Teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa 
negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan antara prinsipal 
dan agen. 
Setiawan (2012) menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal agen 
merupakan satu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-
komitmen kebijakan publik. Akuntabilitas dalam konteks sektor publik bahwa 
pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk 
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan 
segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak 
pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta 
pertanggungjawaban tersebut. Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam 
pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) 





Di pandang dari sudut pandang teori keagenan diatas. Hubungan antara 
masyarakat dengan pemerintah adalah seperti hubungan antara prinsipal dan agen. 
Masyarakat adalah prinsipal dan pemerintah adalah agen, Prinsipal memberikan 
wewenang pengaturan kepada agen, dan memberikan sumber daya kepada agen 
(dalam bentuk pajak dan lain-lain). Sebagai wujud pertanggungjawaban atas 
wewenang yang diberikan, agen memberikan laporan pertanggungjawaban 
terhadap prinsipal (Santoso dan Pambelum, 2008).  
Agen merupakan penerima tanggung jawab dan principle ialah pemberi 
tanggung jawab. Teori keagenan (agency theory) dibangun sebagai upaya untuk 
memahami dan memecahkan masalah-masalah yang muncul manakala ada 
ketidak lengkapan informasi pada saat melakukan kontrak. Untuk itu, konsep 
pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan menggunakan agency theory 
dimana dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban 
pihak pemegang amanah dalam hal ini pemerintah  (agent) yang selalu 
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan 
segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak 
pemberi amanah dalam hal ini masyarakat. 
B. Transaksi Non Tunai  
Sistem pembayaran non tunai adalah sistem yang mencakup pemindahan 
dana (uang) dari satu pihak kepihak yang lain guna memenuhi suatu kewajiban 
yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Berdasarkan surat edaran Nomor: 
910/1867/SJ Tentang Pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah 






undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang 
mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat 
pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat 
untuk masyarakat. 
Berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi 
pengelolaan keuangan daerah dimaksud serta sebagai pelaksanaan instruksi 
presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan 
korupsi tahun 2016 dan tahun 2017, perlu dilakukan pencepatan implementasi 
transaksi non tunai pada pemerintah daerah. Untuk itu disampaikan kepada 
saudara hal-hal sebagai berikut: 
1. Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu 
pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran 
Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau 
sejenisnya. 
2. Pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah telah dilaksanakan 
pada tanggal 1 Januari 2018 yang meliputi seluruh transaksi: 
a. Penerimaan daerah yang dilakukan oleh penerimaan/bendahara 
penerimaan pembantu; dan 
b. Pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara 





3. Dalam rangka persiapan implementasi transaksi non tunai sebagaimana 
dimaksud pada angka 1, diminta kepada saudara untuk melakukan koordinasi 
dengan lembaga keuangan bank/lembaga keuangan bank terkait di daerah. 
4. Bupati/walikota menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai serta 
menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan dimaksud. 
5. Dalam hal karena pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait 
dengan pengelenggaraan transaksi non tunai di daerah, pemerintah daerah 
dapat melaksanakan transaksi non tunai di maksud secara bertahap dengan 
melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi 
penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan 
transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran 
pembantu yang ditetapkan oleh bupati. 
6. Bupati/walikota melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi 
non tunai di daerahnya masing-masing kepada gubernur dan tembusannya 
disampaikan kepada menteri dalam negeri cq. Direktur jenderal bina 
keuangan daerah paling lambat 1 september 2017. 
Adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Gowa telah 
menetapkan implementasi transaksi non tunai serta menyusun rencana aksi atas 
pelaksanaan kebijakan yang dimaksud karena pertimbangan keterbatasan 
infrastruktur yang terkait dengan penyelenggara transaksi non tunai di daerah. 
Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dapat melaksanakan transaksi non tunai 
secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam 





penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaran oleh bendahara 
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan oleh Bupati 
kabupaten Gowa.  
Oleh karena itu pemerintah kabupatan Gowa Tahun 2018 ini telah 
memberlakukan transaksi non tunai sebagai upaya peningkatan akuntabilitas 
transaksi pengelolaan keuangan daerah. Menurut Bupati Gowa, dengan 
berlakunya transaksi non tunai ini, maka pengelolaan keuangan daerah akan  lebih 
transparan, efektif, dan efisien. Serta mampu menutup ruang-ruang tindak pidana 
korupsi. 
Implementasi Transaksi Non Tunai, memberikan manfaat antara lain: 
a) Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah; 
b) Mencegah peredaran uang palsu; 
c) Menghemat pengeluaran Negara; 
d) Menekan laju inflasi; 
e) Mencegah transaksi illegal (korupsi); 
f) Meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian (velocity of 
money); 
g) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas. 
Beberapa faktor yang memperkuat didukung oleh faktor teknologi yang 
memadai dan manajemen sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia 
meliputi konflik peran dan motivasi yang dialami individu yang dapat 





menyelenggarakan pembangunan memerlukan sumber daya manusia dan sumber 
pembiayaan yang memadai, serta dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang 
lainnya seperti sistem informasi akuntansi. Akuntansi merupakan bagian dari 
sistem informasi yang memiliki posisi penting dalam proses administrasi di 
pemerintahan daerah, terutama dalam mengatur perencanaan, pengaturan, dan 
pengawasan (Alshbiel dan Al-Awaqleh, 2011). 
Sedangkan faktor teknologi merupakan faktor pendorong dari fungsi 
produksi, dapat dikatakan demikian karena jika suatu teknologi yang digunakan 
lebih modern maka hasil hasil produksi yang akan tercapai akan menghasilkan 
barang atau jasa yang lebih banyak dan lebih efisien atau efektif, teknologi 
sebagai suatu bagian yang integral dari strategi bisnis, dan bukan sebagai suatu 
entitas yang menyokong strategi bisnis. Selain itu juga mengerti peranan strategi 
teknologi dalam mengupayakan keuntungan kompetitif. 
Islam tidak melarang bentuk teknologi selagi tidak bertentangan dengan 
ajarannya. Al-Quran malah memerintahkan bahwa manusia adalah khalifah diatas 
muka bumi dan Allah menempatkan posisi alam ini untuk digunakan oleh 
manusia dengan usaha-usahanya yang baik. Firman Allah Surah (Ibrahim 14: 32). 
 ِتٳَش ًَ هثنٱ ٍَ ِي ِّۦِت َجَش أَخَأف ً۬ ٓءاَي ِٓءا ًَ هسنٱ ٍَ ِي َلَضََأ َٔ  َض أسَ ألۡٱ َٔ  ِتٳ َٕ ٰـ ًَ هسنٱ َكَهَخ ِٖزهنٱ ُ هللَّٱ
 َش ٰـ َٓ َأ َ ألۡٱ ُىَُكن َش هخَس َٔ  ۖ ِۦِش أَيِأت ِش أحَث أنٱ ِٗف َٖ ِش أجَِتن َك أُهف أنٱ ُىَُكن َش هخَس َٔ  ۖ أىُكهن ا
ً۬ ل أصِس 
Terjemahnya:  
“Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air 
hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu 





menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan 
dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-
sungai.” (Qs-Ibrahim 14: 32). 
 
Allah SWT menegaskan yang maksudnya; 
“Allah telah menciptakan langit, bumi dan menurunkan air hujan 
dari langit, kemudian air hujan itu menumbuhkan berbagai-bagai 
buahbuahan menjadi rezeki untukmu, dan dia telah menundukkan bahtera 
bagimu supaya bahtera itu belayar di lautan dengan kehendakNya dan 
Dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang 
terusmenerus tersebar dalam orbit dan telah menundukkan bagimu malam 
dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) daripada 
segala apa yang kamu mohonkan kepadaNya. Dan jika kamu menghitung 
nikmat Allah tidaklah kamu dapat menghitungnya, sesungguhnya manusia 
itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah”. 
Menurut perspektif Islam, manusia sebagai khalifah sepatutnya 
menggunakan ilmu sebagai syarat utama dalam membangun teknologi yang 
modern. Ini bermaksud teknologi dan hasilnya perlu digunakan dengan cara yang 
baik (makruf) dan bukan dengan tujuan untuk dipergunakan yang salah 
(mungkar/maksiat). Teknologi seharusnya digunakan sebagai alat untuk 
memakurkan alam dan bukannya digunakan untuk merusak atau memusnahkan 
alam. Seorang khalifah dipertanggungjawabkan dengan suatu amanah yang besar 
untuk mengatur kehidupan manusia berdasarkan wahyu dan syariat Allah agar 





Dalam teknologi, manusia diamanahkan supaya melakukan perkara-
perkara yang baik dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. 
Contohnya, seorang programmer computer perlu memastikan kandungan di 
dalam program-program computer haruslah menjurus kepada perkara kebaikan 
begitu juga dengan gamba-rgambar yang dipaparkan haruslah menepati ciri-ciri 
syarak dan penulisan program haruslah tidak berunsurkan maksiat (perkara-
perkara yang dilarang oleh Allah). Kemajuan yang dicapai oleh manusia dalam 
bidang material, sebagai hasil daripada perkembangan teknologi moden tidak 
boleh dihukumkan sama sekali. Hal ini demikian kerena teknologi adalah sesuatu 
yang bersifat bebas nilai. Dalam perspektif yang mudah difahami, kecanggihan 
teknologi akan memberi manfaat kepada manusia jika digunakan dengan cara 
yang betul. 
C. Transaksi Non Tunai Dalam Pandangan Islam  
Aturan tentang transaksi non tunai dalam syariah Islam terdapat dalam QS: 
Al-Baqarah ayat 282 : 
 أىَُكُ أيهت ُةت أَكي أن َٔ  ۚ ُُُِٕثت أڪَٲف ٗ
ً۬ ًّ َس ُّي ًٍ۬مََجأ ٓ ٰٗ َِنإ ٍ أيَذِت ُىتَُياَذَت اَِرإ ْا ٕٓ َُُياَء ٍَ يِزهنٱ َا َُّٓيٓأ ٰـ َي
 ِّ أَيهَع ِٖزهنٱ ِمِه ًأ ُي أن َٔ  أُةتأڪَي أهَف ۚ ُ هللَّٱ ُّ ًَ ههَع ا ًَ َڪ َُةت أَكي ٌَأ ٌةِتاَك َب
أَأي َلَ َٔ  ۚ ِل أذَع أنِٲت ُُۢةِتاَڪ
 ٔأ َأ ا ِٓيفَس ُّكَح أنٱ ِّ أَيهَع ِٖزهنٱ ٌَ اَك ٌَِإف ۚ ا ً۬  ـ أيَش ُّ
ُأ ِي أسَخ أَثي َلَ َٔ   ُۥ ّهتَس َ هللَّٱ ِكهَتي أن َٔ  ُّكَح أنٱ
 ٍِي ٍِ أيَذيِہَش ْأُذِہ أشَت أسٱ َٔ  ۚ ِل أذَع
أنِٲت  ُۥ ُِّّين َٔ  أمِه ًأ ُي أهَف َٕ ُْ هم ًِ ُي ٌَأ ُعيِطَت أسَي َلَ ٔأ َأ ا فيِعَض
 همِضَت ٌَأ ِءٓاَذَہ ُّشنٱ ٍَ ِي ٌَ ٕأ َض أشَت ًٍه ِي ٌِ َاَتأَش أيٱ َٔ  
ًٌ۬مُجَشَف ٍِ أَيهُجَس َا َُٕكي أىهن ٌَِإف ۖ أىُڪِناَج ِّس
 ٌَأ ْا ٕٓ ًُ َ ـ أسَت َلَ َٔ  ۚ ْإُعُد اَي اَِرإ ُءٓاَذَہ ُّشنٱ َب





 هَلَأ ٓ ٰٗ َ أَدأ َٔ  ِجَذ ٰـ َہهشهِن ُو َٕ أَلأ َٔ  ِ هللَّٱ َذُِع ُطَس أَلأ أىُِكنٳَر ۚ ِّۦ ِهََجأ ٓ ٰٗ َِنإ ا  شِيثَڪ ٔأ َأ ا  شيِغَص ُُُِٕثت أَكت
 ۗ َإُُْثت أَكت هَلَأ ٌحَاُُج أىُك أَيهَع َس أَيهَف أىُڪَُ أَيت َآَ ُٔشيُِذت ً۬ جَشِضاَح  جَش ٰـ َجِت ٌَ َُٕكت ٌَأ ٓ هِلَإ ۖ ْا ٕٓ ُتَات أشَت
 إُمهتٱ َٔ  ۗ أىُڪِت 
ُُۢقُُٕسف  ُۥ ّهََِإف ْإُهَع أفَت ٌِإ َٔ  ۚ 
ًٌ۬ذيِٓ َش َلَ َٔ  
ًٌ۬ةِتاَك هٓساَُضي َلَ َٔ  ۚ أُىت أَعيَاَثت اَِرإ ْا ٓٔ ُذ ِٓ أَشأ َٔ
                                                   ٌىِيهَع ٍء ٗأ َش ِّمُڪِت ُ هللَّٱ َٔ  ۗ ُ هللَّٱ ُىُڪًُ ِّهَُعي َٔ  ۖ َ هللَّٱ  
Terjemahnya:  
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan 
janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah 
mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang 
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia 
bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan jangan-lah dia mengurangi sedikitpun 
daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 
lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka 
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua 
orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, 
maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu 
ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah 
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan 
janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas 
waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih 





(Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang 
kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 
menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis 
dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka 
sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah 
kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu." (Al-Baqarah: 282).  
Menurut Islam Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam bermuamalah 
tidak secara tunai (transaksi non tunai) hendaklah menuliskannya oleh seorang 
majelis penulis dengan dipersaksikan oleh dua orang laki-laki, namun jika tidak 
ada dua orang saksi maka diperbolehkan satu orang lelaki dan dengan dua orang 
saksi perempuan. Apabila bermuamalah dilakukan secara tunai tidak ada 
kewajiban untuk menuliskannya. Kontradiksi terhadap fakta yang terjadi pada saat 
ini adalah tidak adanya keharusan saksi dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki. 
saksi ini adalah orang yang mennyaksikan proses tersebut (Abdillah, 2017). 
Allah SWT menetapkan jalan yang halal yaitu adanya system pinjam 
meminjam dan utang piutang tanpa bunga. 
1. Apabila terjadi transaksi jual beli secara non tunai atau pinjaman 
hendaknya jelas dikemukakan syarat-syarat pembayarannya termasuk 
waktu pembayarannya.  
2. Hendaknya ditulis dan diperkuat oleh dua orang saksi. 
3. Penulis dan saksi hendaklah bersifat adil dan dapat dipercaya sehingga 





4. Bagi yang tidak mampu menutarakan keinginannya dapat meminta wali. 
5. Saksi terdiri dari dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan.  
Keharusan untuk mencatatkan dalam transaksi non tunai dalam Islam itu 
serta merta juga dilaksanakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia 
sebagai alat bukti yang dibuat dan/atau ditandatangani oleh soerang pencatat 
(Abdillah, 2017). 
D. Prinsip Good Governance   
Prinsip Good Governance terletak pada reformasi birokrasi karena 
reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah sangat relevan 
dengan penciptaan good governance karena birokrasi pemerintahan yang 
akuntabel memiliki daya tanggap yang tinggi terhadap kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat. Penelitian ini menggunakan beberapa prinsip good governance yaitu 
akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi di maksudkan untuk 
memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan aparatur 
pemerintah berjalan dengan baik. Terselenggaranya pemerintahan yang baik 
(good governance) merupakan kehendak kita bersama. Akuntabilitas diyakini 
mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan 
publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang 
demokratis.  
Hal tersebut seiring dengan tuntutan dari masyarakat agar organisasi sector 
public meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas public dalam 
menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah. Penyelenggaraan 





kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan 
dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Di pihak 
penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam 
melayani publik. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang 
transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan 
pendapat. Oleh karena itu, pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa 
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat 
dipisahkan dari public. 
E. Akuntabilitas 
Akuntabilitas merupakan satu aspek yang ada dalam pengelolaan 
keuangan, prinsip akuntabilitas berarti proses penganggaran mulai dari 
perencanaan, penyusuanan, pelaksanaan harus benar-benar di 
pertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan baik 
kepada masyarakat maupun badan pengawas desa (Istiqomah, 2015). 
Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai 
kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan 
pelaksanaan pemerintahan didaerah dalam rangka meningkatkan otonomi daerah 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban 
yang terukir baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya (Indah, 2015).  
Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan 
melaporkan segala kegiatan atau aktifitas, terutama dalam bidang admistrasi 
keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban 





tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk 
mendapatkan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara lisan 
maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang 
mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban. 
Menurut Mayasari (2012) Akuntabilitas berkaitan erat dengan 
pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam hal ini adalah tentang 
pencapaian target suatu program. Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dapat 
kita simpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep pelaporan dan juga 
pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh suatu organisasi atau suatu 
lembaga pada stakeholdernya baik tata kelola, prioritas, dan keuangan dari 
organisasi tersebut.  Menurut Pamungkas dan Hariadi (2016) akuntabilitas 
dibedakan dalam beberapa macam, antara lain: 
1. Akuntabilitas administratif/ organisasi, adalah pertanggung jawaban antara 
pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hirarki 
yang jelas. 
2. Akuntabilitas Legal, yang merujuk pada domain publik dikaitkan dengan 
proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali 
kebijakan yang yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan 
suatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas ini adalah 
peraturan perundang-undangan. 
3. Akuntabilitas Politik, terkait dengan adanya kewenangan pemegang 
kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian 





tanggungjawab administrasi dan legal, memusatkan pada tekanan 
demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik. 
4. Akuntabilitas Profesional, berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan juga 
tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang 
sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan kepada kinerja dan tindakan. 
5. Akuntabilitas moral, berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan 
masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu 
kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan berdasarkan 
ukuran tata nilai yang berlaku di wilayah setempat. 
F. Transparansi 
Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek 
dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui 
dengan mudah oleh para pengguna yang membutuhkan. Jika segala aspek proses 
penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya, dan watu yang diperlukan, 
cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan 
dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami oleh publik, 
maka praktik penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi 
yang tinggi. Sebaliknya, jika sebagian atau semua aspek dari proses 
penyelenggaraan pelayanan itu tertutup dan informasinya sulit diperoleh oleh para 
pengguna lainnya, maka penyelenggaraan pelayanan itu tidak memenuhi kaidah 
transparansi (Maani, 2009).  
Menurut Pradana (2014) menyatakan bahwa transparansi sesuatu yang 





berkaitan dengan kepentingan publik dapat oleh diakses oleh siapaun dan 
kapanpun. Di dalamnya menyangkut aturan main (rule of game), materi atau 
substansi yang diatur, pelaksanaan dan pengelolaan anggaran serta implikasi 
kebijakan. Katz (2004) menyatakan bahwa transparansi merupakan proses 
demokrasi yang esensial dimana setiap warga Negara dapat melihat serta terbuka 
dan jelas atas aktivitas dari pemerintah mereka daripada membiarkan aktivitas 
tersebut dirahasiakan. Jiwa dari sistem ini adalah kemampuan dari setiap warga 
Negara untuk memperoleh informasi melalui akuntabilitas pejabat pemerintah atas 
kegiatan yang mereka lakukan. 
Terminologi transparansi sendiri merupakan terjemahan dari transparency. 
Kata tersebut diciptakan dari dua kata yaitu trans yang memberikan arti 
perpindahan/pergerakan (movement) dan parent yang berarti layak atau feasible 
(Oliver, 2004; dalam Pradana, 2014). Sementara Best (2005) dalam Pradana 
(2014) mendefinisikan transparansi sebagai informasi yang tersedia bebas dan 
mudah diakses oleh mereka yang terdampak oleh keputusan dan bahwa informasi 
yang diberikan memadai lewat format dan media yang mudah dipahami.  
Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi 
merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk 
memperoleh dan mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, 
yakni informasi mengenai berbagai kebijakan/keputusan birokrasi (politik, sosial, 
ekonomi dan anggaran), proses pelaksanaan dan pembuatannya, serta hasil-hasil 





publik sebagai kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah; dan (2) hak masyarakat 
terhadap akses informasi tersebut (Pradana, 2014). 
Menurut Motik dan Suryani (2003) dalam Maani (2009) transparansi 
setidaknya memiliki tiga aspek kritis didalamnya, yaitu: 
1. Berkaitan dengan ketersediaan informasi (availability of information); 
2. Kejelasan peran dan tanggung jawab diantara lembaga yang merupakan 
bagian dari proses-proses yang diperlukan transparansinya; 
3. Sistem dan kapasitas dibalik produksi itu serta jaminan informasi yang 
tersistemik itu. 
4. Ketiga aspek kritis ini saling memiliki keterkaitan, karena ketersediaan 
sistem informasi saja tidak cukup kalau tidak ada penjelasan mengenai 
peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga yang terlibat dalam 
berbagai proses yang berlangsung/terjadi, dimana semua itu harus dijamin 
berdasarkan sebuah sistem yang pasti. 
G. Pengelolaan Keuangan Daerah 
Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan proses kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan daerah. Pelaku utama pengelolaan keuangan 
daerah adalah kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 
daerah , yang dibantu oleh PTPKD yang berasal dari unsur perangkat desa yang 
terdiri dari: sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara (Rulyanti, 2017). 
Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelola 





pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah 
daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting yang 
harus dilaksanakan oleh aparatur daerah, dimana untuk meningkatkan kinerja 
pemerintah daerah salah satunya adalah dengan melakukan pengelolaan keuangan 
daerah secara lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif serta sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Adanya pengelolaan keuangan daerah dapat 
meningkatkan kinerja suatu instansi pemerintah dengan melaksanakan kegiatan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sehingga dengan 
adanya pengelolaan keuangan daerah dapat mendorong terwujudnya kinerja 
pemerintah daerah yang lebih berkualitas, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan 
nepotisme (Rulyanti, 2017). 
Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap 
kemajuan suatu daerah (Robert, 2017). Pengelolaan keuangan daerah yang 
dilakukan secara efisien, efektif dan ekonomis dan memenuhi prinsip value for 
money serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan akan dapat 
mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak 
hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal, tetapi juga harus 
didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Pengukuran kinerja 
keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan 
kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.  
Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya 





membiayai pelaksanaan otonomi daerah (Sari, 2016). Pengelolaan keuangan 
daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam 
APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (Annisa, 2017). 
Selanjutnya dalam rangka memahami pengelolaan keuangan daerah maka perlu 
diketahui azas-azas pengelolaan keuangan daerah.  
Berdasarkan pasal 4 ayat 1 PP No. 58 tahun 2005, azas pengelolaan 
Keuangan daerah adalah: dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan 
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. 
Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat 
untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang 
keuangan daerah. Bertanggung jawab maksudnya adalah perwujudan kewajiban 
seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan 
pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan 
kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 
Pengelolaan keuangan daerah harus Transparansi yang mulai dari proses 
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, Akuntabilitas 
dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan, dalam arti bahwa proses 
penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-
benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. 
Kemudian, value for money yang berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses 
penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Noviades, 2015).  
Transaksi non tunai menjadi jawaban untuk kebutuhan transparansi dan 





keunggulan dibanding transaksi tunai yang dilakukan secara konvensional, di 
antaranya proses dapat dilakukan dengan lebih cepat. Jika proses transaksi bisa 
dilakukan lebih cepat, maka akan berpengaruh pada perputaran ekonomi di 
masyarakat dan Transaksi pun dapat dilakukan lebih efisien. 
H. Rerangka Pikir 
Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan 
salah satu bentuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata kelola 
pemerintahan yang baik (Good Governance). Dengan Adanya kebijakan yang 
dilakukan oleh Pemerintah kabupaten gowa telah menetapkan implementasi 
transaksi non tunai serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan yang 
dimaksud karena pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan 
penyelenggara transaksi non tunai di Pemerintah daerah kabupaten Gowa. 
Peneliti ini membahas tentang penerapan transaksi non tunai sebagai 
upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangan 
daerah dalam mewujudkan good governance. Hal ini berdasarkan agency theory 
yang menjelaskan upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang 
muncul manakala ketidak lengkapan informasi saat melakukan kontrak. Untuk itu 
konsep pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan menggunakan agency 
theory di mana dalam pengertian luas akuntabilitas dan transparansi dapat 
dipahami sebagai kewajiban pihak pemerintah yang memberikan 
pertanggungjawaban. 
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A. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu; 
Pada dasarnya penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang 
dilakukan secara mendalam karena memahami makna ataupun proses subyek 
penelitian yang diangkat dengan asumsi dasar bahwa penelitian dengan 
pendekatan kualitatif lebih menekankan pada proses deduktif dan induktif serta 
analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan logika 
ilmiah. 
Penelitian kualitatif ini akan bertujuan untuk mengetahui makna yang 
tersembunyi, memahami interaksi social, mengembangkan teori, memastikan 
kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Alasan yang utama dari 
pemilihan jenis penelitian kualitatif adalah kemauan dari diri sendiri untuk lebih 
memahami bagaimana pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengenai 
transaksi non tunai. 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah kabupaten Gowa. 
Khususnya Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.  
C. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi 
mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena 





Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan 
dalam memaknai atau memahami fenomena yang terjadi. Dipilihnya pendekatan 
tersebut yaitu karena memberikan pemahaman suatu praktik akuntansi dimana ia 
diterapkan dan sekaligus berusaha untuk menemukan suatu pemecahan ke arah 
penyempurnaan praktik akuntansi itu sendiri dengan memahami suatu praktik 
akuntansi dimana ia diterapkan. 
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data subyek. Data 
subyek merupakan data penelitian yang dilaporkan sendiri oleh responden secara 
individual atau secara kelompok yang sumbernya diklasifikasikan berdasarkan 
tanggapan (respon) yang diberikan oleh responden. Sumber data dalam penelitian 
ini yaitu data primer dan data sekunder. Jenis data yang digunakan pada penelitian 
ini adalah data primer dan data sekunder.  
Data primer yang kemudian diklasifikasikan menurut bentuk tanggapan 
atau respon yaitu diklasifikasikan sebagai data lisan (verbal) karena data yang 
diperoleh berasal langsung dari informan melalui wawancara. Pada penelitian ini 
data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang 
berkompeten di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Data 
sekunder adalah data yang diperoleh dari materi tentang pengelolaan keuangan 







E. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian tentang Transaksi non tunai ini, peneliti menggunakan 
beberapa teknik pengumpulan data agar data yang dihasilkan lebih akurat. Adapun 
teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 
1) Wawancara 
Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan 
pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan 
jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam oleh alat perekam. 
Daftar pertanyaan untuk wawancara ini disebut sebagai interview 
schedule, sedangkan catatan garis besar tentang pokok-pokok yang akan 
ditanyakan disebut sebagai pedoman wawancara (interview guide). 
Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin sehingga 
peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada pihak yang 
terlibat dalam penerapan transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan 
daerah kabupaten Gowa. 
2) Dokumentasi 
Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 
langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat 
berupa berbagai macam misalnya buku. Studi dokumen tidak hanya berupa 
dokumen resmi. Dokumen dapat dibedakan menjadi dua, Dokumen primer 
dan sekunder. Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis langsung 
oleh seseorang yang mengalami peristiwa yang bersangkutan. Sedangkan 





penerapan transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah 
kabupaten Gowa.  
3) Studi Pustaka 
Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dengan 
menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah dan perundang-
undangan terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan data-data 
yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang 
penelitian. 
4) Internet Searching 
Merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan 
berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna 
melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau 
teori berkaitan masalah yang diteliti. 
F. Instrumen Penelitian 
Instrument penelitian diartikan sebagai seperangkat alat yang digunakan 
untuk mengukur fenomena alam maupun social yang diamati. Adapun alat-alat 
tersebut yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa perekam suara, kamera, 
dan alat tulis. Selanjutnya draft wawancara berisi beberapa pertanyaan untuk 
narasumber dan draft hasil wawancara untuk mengabadikan keterangan atau 
informasi yang diperoleh.  
G. Pengelolaan dan Analisis Data 
Pengelolaan data dilakukan setelah data diperoleh dari hasil wawancara, 





1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan. 
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai 
data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data. 
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh 
responden dengan melakukan horizonaliting yaitu setiap pernyataan yang 
tidak relevan dengan topic dan pertanyaan maupun pernyataan yang 
bersifat repetitive atau tumpang tindih dihilangkan. 
4. Reduksi data (data reduction), memilah, memusatkan, dan 
menyederhanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih 
mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. 
5. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam 
bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami. 
6. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di 
lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul 
disana. Hasil yang diperoleh di interpresentasikan, kemudian disajikan 
dalam bentuk naratif. 
H. Pengujian Keabsahan Data 
Keabsahan data merupakan hal yang sangat penting untuk memperoleh 
derajat keabsahan yang tinggi. Dalam pengujian keabsahan data metode penelitian 
kualitatif menggunakan validitas internal (creability) pada aspek nilai kebenaran, 
pada penerapannya ditinjau dari validitas eksternal (transferability), dan 
realibilitas (dependability) pada aspek konsistensi, serta obyektifitas 





tingkat keabsahan lebih ditekankan pada data yang diperoleh. Melihat hal ini 
maka kepercayaan data hasil penelitian dapat dikatakan memiliki pengaruh 
signifikan terhadap keberhasilan sebuah penelitian. Namun dalam penelitian ini 
hanya digunakan dua pengujian yang sesuai, yaitu uji creadibility (validitas 
internal), transferability (validitas eksternal). 
1. Uji Validitas Internal 
Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas 
(validitas internal) terhadap data hasil penelitian sesuai dengan prosedur uji 
kredibilitas data dalam penelitian kualitatif. Adapun macam-macam pengujian 
kredibilitas menurut Sugiyono (2014) antara lain dilakukan dengan 
perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, 
diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck. 
a. Perpanjangan Pengamatan  
Dilakukan untuk menghapus jarak antara peneliti dan 
narasumber sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan 
oleh narasumber karena telah memercayai peneliti. Selain itu, 
perpanjangan pengamatan dan mendalam dilakukan untuk mengecek 
kesesuaian dan kebenaran data yang telah diperoleh. Perpanjangan 
waktu pengamatan dapat diakhiri apabila pengecekan kembali data di 
lapangan telah kredibel.  






Dimaksudkan guna meningkatkan kredibilitas data yang 
diperoleh. Dengan demikian, peneliti dapat mendeskripsikan data 
yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. 
c. Triangulasi  
Merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik 
tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan 
pembanding terhadap data yang telah ada.  
1) Triangulasi Sumber, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan 
dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 
beberapa sumber. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan 
dan dikategorisasikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari 
berbagai sumber tersebut. Peneliti akan melakukan pemilahan 
data yang sama dan data yang berbeda untuk dianalisis lebih 
lanjut.  
2) Triangulasi teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa 
sebuah rumusan informasi atau thesis statement.  Informasi 
tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang 
relevan dalam hal ini teori akuntansi sektor publik dan aturan 
yang ditetapkan atas objek penelitian sehingga memperoleh 
gambaran atau temuan. Selain itu, triangulasi teori dapat 
meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu  
menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil 





3) Triangulasi data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu 
melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, 
selain melalui sumber data utama yaitu annual report, peneliti 
bisa menggunakan sumber data pendukung lainnya seperti 
berita-berita terkait aktivitas Pelaporan Keuangan di berbagai 
media. Tentu masing-masing cara  itu akan menghasilkan bukti 
atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan 
pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena 
yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan 
pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. 
d. Menggunakan Bahan Referensi 
Bahan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang 
telah ditemukan oleh peneliti. Bahan yang dimaksud dapat berupa 
alat perekam suara, kamera, handycam dan lain sebagainya yang 
dapat digunakan oleh peneliti selama melakukan penelitian. Bahan 
referensi yang dimaksud ini sangat mendukung kredibilitas data.  
e. Diskusi 
Diskusi yang dilakukan dengan orang yang kompeten pada 
bidangnya dan mampu memberikan masukan ataupun sanggahan 
sehingga memperoleh kemantapan terhadap hasil penelitian. Teknik 
ini digunakan agar peneliti dapat mempertahankan sikap terbuka dan 





memulai menjejaki dan mendiskusikan hasil penelitian dengan orang 
yang dianggap kompeten. 
2. Uji Validitas Eksternal (Transferability) 
Nilai yang diperoleh dalam temuan penelitian kualitatif tidak bersifat 
universal tetapi dapat diterapkan apabila memiliki konteks dan situasi yang 
mirip dengan objek penelitian. Untuk mengetahui hal tersebut, maka perlu 
dilakukan pengujian transferability guna memberikan uraian yang rinci, jelas 
dan sistematis, dan dapat dipercaya oleh pembaca mengenai hasil penelitian. 
Dengan demikian, generalisasi dapat dihindari oleh pembaca karena telah 
memahami seluk beluk data yang diperoleh dalam penelitian. Pembaca akan 
bijak untuk menerapkan hasil penelitian tersebut sesuai dengan konteks dan 

















HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Pada gambaran lokasi penelitian akan menyajikan dua gambaran umum, 
yaitu gambaran umum daerah Kabupaten Gowa, dan gambaran umum mengenai 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Gambaran umum Kabupaten 
Gowa mencakup keadaan geografis, kependudukan serta visi dan misi Kabupaten 
Gowa. Sedangkan gambaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi 
uraian tugas, fungsi dan tata kerja serta visi dan misi Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 
1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa 
a. Kondisi Geografis 
Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 
5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya 
antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang 
Selatan dari Jakarta. Kabupaten yang berada pada bagian selatan provinsi 
Sulawesi selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah 
Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur 
berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah 
Selatan berbatasan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat 
berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar. 
Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km2 atau sama dengan 





terbagai dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitive sebanyak 
167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar 
berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 
kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, 
Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 
27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 
Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, 
Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo 
Selatan. 
Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di 
atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, 
Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah 
yang sebagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 
15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan 
untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan 
adalah sungai jeneberang dengan luas 881 Km2 dan panjang 90 Km. Di atas aliran 
sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan 
Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan 
luas + 2.415 Km2 yang dapat menyediakan air irigasi seluas + 24.600 Ha, 
komsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar 
sebanyak 35.000.000 m3 dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang 





Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya 
dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim 
kemarau dimulai pada bulan juni hingga September, sedangkan musim hujan 
dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap 
setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April-Mei dan 
Oktober-Nopember. Jumlah penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2009 sebesar 
695.697 jiwa, laki-laki berjumlah 344.740 jiwa dan perempuan sebanyak 350.957 
jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut 99,18% adalah pemeluk Agama Islam. 
Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm sengan suhu 27,125ºC. 
Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi 
pada Bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm, sedangkan curah hujan 
terendah pada Bulan Juli – September yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan. 
b. Kondisi Demografi  
Dilihat dari jumlah penduduk, Kabupaten Gowa termasuk Kabupaten 
terbesar ketiga di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dan Kabupaten Bone. 
Berdasarkan hasil susenas 2007, penduduk Kabupaten Gowa tercatat sebear 
594.423 jiwa. Pada tahun 2006 jumlah penduduk mencapai 586.069 jiwa, 
sehingga penduduk pada tahun 2007 bertambah sebesar 1,43%. Persebaran 
penduduk di Kabupaten Gowa pada 18 Kecamatan bervariasi. Hal ini terlihat dari 
kepadatan penduduk per kecamatan  yang masih sangat timpang. Untuk wilayah 
Somba Opu, Pallangga, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng dan Bajeng 
Barat, yang wilayahnya hanya 11,42% dari seluruh wilayah Kabupaten Gowa, 





Bontomarannu, Pattallassang, Parangloe, Manuju, Barombong, Tinggimoncong, 
Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu 
yang meliputi sekitar 88,58% wilayah Gowa hanya dihuni sekitar 45,55% 
penduduk Gowa. Keadaan ini tampaknya sangat dipengaruhi oleh faktor keadaan 
geografis daerah tersebut.  
Bila dilihat dari kelompok umur, penduduk anak-anak (usia 0-14 tahun) 
jumlahnya mencapai 31,12%, sedangakan penduduk usia produktif mencapai 
63,18% dan penduduk usia lanjut terdapat 5,70% dari jumlah penduduk di 
Kabupaten Gowa. Di lihat dari jenis kelamin, maka dari total jumlah penduduk 
Kabupaten Gowa, terdapat 293.956 atau 49,45% laki-laki dan 300.467 atau 
50,55% perempuan. Dengan demikian, secara keseluruhan penduduk laki-laki di 
Kabupaten Gowa jumlahnya lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan 
seperti yang tampak pada rasio jenis kelamin penduduk yang mencapai 98 artinya 
ada sejumlah 98 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan. 
c. Visi dan Misi Kabupaten Gowa 
2) Visi  
“Terwujudnya Gowa Yang Handal dalam Peningkatan Kualitas 
Hidup Masyarakat” 
3) Misi  
a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia 






b. Meningkatkan interkoneksitas wilayah dan keterkaitan 
ekonomi. 
c. Meningkatkan kelembagaan dan peran masyarakat. 
d. Meningkatkan penerapan hukum dan penerapan prinsip tata 
pemerintahan yang baik. 
e. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang 
mengacu pada kelestarian lingkungan. 
2. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan (BPKD) Daerah 
Kabupaten Gowa 
a. Uraian Tugas dan Fungsi 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa merupakan badan 
yang memegang peranan dan fungsi srategis dibidang pengelolaan keuangan 
daerah yang di bentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007, 
dan Peraturan Daerah Nomor : 07 Tahun 2008 Tanggal 28 Juli 2008, serta 
Peraturan Bupati Gowa Nomor : 39 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi 
dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Gowa. 
Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 
secara Efektif dan Efesien tersebut, telah ditetapkan aturan bagi para pemegang 
jabatan Struktural maupun Non Struktural sebagai Perangkat Daerah dan Unsur 
pelaksanaan Otonomi Daerah yang menjadi tanggung jawabnya dalam 
Perencanaan, Pengolahan, Penagihan, Penelitian, Pembukuan, Penyuluhan, 





Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa mempunyai fungsi sebagai 
berikut: 
1. Perumusan Kebijakan Teknis Dinas; 
2. Penyusunan Rencana Strategic Dinas; 
3. Penyelenggaraan Pelayanan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum Di 
Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah; 
4. Pembinaan, Pengkoordinasian, Pengendalian, Pengawasan Program Dan 
Kegiatan Dinas; 
5. Penyelenggaraan Evaluasi Program Dan Kegiatan Dinas; 
6. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan Sesuai Dengan 
Tugas Dan Fungsinya.  
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor : 07 Tahun 2008 
Tanggal 28 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten 
Gowa, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya struktur organisasi Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa terdiri atas: 
a) Kepala Dinas 
b) Sekretariat 
Dalam menyelenggarakan tugas sekretaris dibantu oleh tiga sub bagian 
Terdiri dari: 
(1) Sub. Bagian Umum & Kepegawaian 
(2) Sub. Bagian Perencanaan & Pelaporan 





c) Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) : 
(1) Seksi Penetapan PAD 
(2) Seksi Pajak Daerah 
(3) Seksi Retribusi Daerah 
d) Bidang Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah :  
(1) Seksi Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 
(2) Seksi Pendataan Dan Penyuluhan 
(3) Seksi Penerimaan Dan Penagihan 
e) Bidang Akuntansi : 
(1) Seksi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas 
(2) Seksi Akuntansi Asset 
(3) Seksi Penyusunan Laporan Keuangan 
f) Bidang Anggaran : 
(1) Seksi Penyusunan APBD 
(2) Seksi Otoritas DPA – SKPD 
(3) Seksi Perbendaharaan 
g) Bidang Asset Daerah : 
(1) Seksi Perencanaan Kebutuhan 
(2) Seksi Analisa Asset 
(3) Seksi Penghapusan Asset 
h) Kelompok Jabatan Fungsional 





Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 Dan Peraturan 
Daerah Nomor : 07 Tahun 2008 Tanggal 28 Juli 2008, Serta Peraturan Bupati 
Gowa Nomor : 39 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas 
Jabatan Structural Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, 
maka untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 
secara Efektif dan Efesien tersebut, telah ditetapkan aturan bagi para pemegang 
Jabatan Struktural maupun Non Struktural sebagai Perangkat Daerah dan Unsur 
pelaksanaan Otonomi Daerah yang menjadi tanggungjawabnya dalam 
Perencanaan, Pengelolaan, Penagihan, Penelitian, Pembukuan, Penyuluhan, 
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa adalah unsur 
pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai 
berikut: 
Perumusan kebijakan teknis dinas : 
a) Penyusunan rencana strategic dinas; 
b) Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 
bidang pengelolaan keuangan daerah; 
c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 
kegiatan dinas; 
d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas 
e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 





Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas 
merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyedia, 
mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, 
meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta 
pengelolaan keuangan. 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sekretaris mempunyai fungsi : 
a) Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi 
keuangan dan perencanaan pelaporan; 
b) Penyelenggaraan kebijakan administrasi kepegawaian, administrasi 
keuangan dan perencanaan pelaporan; 
c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 
kegiatan sub bagian; 
3) Tugas dan Fungsi kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Bidang Pendapatan Asli Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, 
mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, member tugas, member 
petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan 
tugas Bidang Pendapatan Asli Daerah. 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Bidang mempunyai fungsi : 
a) Penyusunan kebijakan teknis Bidang Pendapatan Asli Daerah; 
b) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pendapatan Asli Daerah; 





kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup Bidang 
Pendapatan Asli Daerah; 
c) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat 
non structural dalam lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah. 
4) Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-lain 
Pendapatan Yang Sah 
Bidang Perimbangan Dan Lain-Lain Yang Sah dipimpin oleh seorang 
Kepala Bidang, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, 
memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan 
penyelenggaraan tugas Bidang Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Yang 
Sah. 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Bidang mempunyai fungsi : 
a) Penyusunan kebijakan teknis Bidang Perimbangan dan Lain-lain 
Pendapatan yang Sah; 
b) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Perimbangan dan lain-lain 
Pendapatan yang sah; 
c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 
kegiatan kepala seksi dan pejabat non structural dalam lingkup Bidang 
Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah; 
d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat 
non structural dalam lingkup bidang. 





Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas 
merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, 
mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang 
Akuntansi. 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Bidang mempunyai fungsi : 
a) Penyusunan kebijakan teknis Bidang Akuntansi; 
b) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Akuntansi; 
c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 
kegiatan kepala seksi dan pejabat non structural dalam lingkup Bidang 
Akuntansi; 
d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat 
non structural dalam Lingkup Bidang Akuntansi. 
6) Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Anggaran 
Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas 
merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, 
mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang 
Anggaran.  
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Bidang mempunyai fungsi :  
a) Penyusunan kebijakan teknis Bidang Anggaran; 





c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 
kegiatan kepala seksi dan pejabat non structural dalam lingkup Bidang 
Anggaran; 
d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat 
non structural dalam lingkup Bidang Anggaran. 
7) Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Aset Daerah 
Bidang Aset daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai 
tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, 
menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas 
Bidang Aset Daerah. 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Bidang mempunyai fungsi : 
a) Penyusunan kebijakan teknis Bidang Aset Daerah; 
b) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Aset Daerah; 
c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 
kegiatan kepala seksi dan pejabat non structural dalam lingkup Bidang 
Aset Daerah; 
d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat 
non structural dalam lingkup Bidang Aset Daerah. 
b. Visi dan Misi 
1) Visi SKPD 
Berdasarkan keadaan saat ini dan perkiraan strategis 5 tahun yang akan 





visi yang telah dirumuskan dan menjadi komitmen bersama dengan melibatkan 
seluruh stakeholders dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Gowa. Adapun visi yang ditetapkan yaitu sebagai berikut: 
“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Handal Dan Akuntabel 
Guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” 
2) Misi SKPD 
Dalam rangka mewujudkan harapan yang terkandung dalam visi Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu dirumuskan misi yang merupakan 
rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk 
mewujudkan proyeksi kondisi tentang masa depan. Selaras dengan visi yang telah 
dirumuskan bersama, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa 
merumuskan dan menetapkan misi untuk periode 2016 sampai dengan tahun 2021 
yaitu sebagai berikut : 
a) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan kualitas pelayanan 
administrasi Dinas Pengelolaan Keuangan. 
b) Meningkatkan pelayanan public dan potensi penerimaan keuangan daerah. 
c) Meningkatkan pelayanan penatausahaan anggaran yang transparan, efektif, 
efisien dan akuntabel berbasis teknologi informasi. 
d) Meningkatkan pelaksanaan tata kelola barang milik daerah yang baik dan 
berkelanjutan. 
e) Meningkatkan penyusunan laporan keuangan dan akuntansi asset daerah 






Pernyataan Misi tersebut diatas harus diketahui dan dilaksanakan seluruh 
jajaran pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga seluruh jajaran 
pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ikut berperan serta sesuai dengan 
beban tanggungjawabnya guna mewujudkan harapan yang terkandung dalam visi. 
B. Penerapan Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Keuangan Daerah  
Transaksi non tunai merupakan transaksi pemindahan dana dari pihak ke 
pihak lain. Guna untuk menunjang pengelolaan keuangan daerah secara 
terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan. Dalam rangka 
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah maka diperlukan system yang baru 
untuk mewujudkan pemerintah yang baik (good governance). Salah satu bentuk 
mewujudkan pemerintah yang baik maka pihak Pemerintah Daerah 
merealisasikan penerapan transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah.  
Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa saat ini telah menerapkan transaksi 
non tunai. Sesuai surat edaran dari Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 910/ 1867/ 
SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah 
kabupaten/kota yang menghimbau semua Bupati/Walikota di seluruh Indonesia 
untuk segara menerapkan transaksi non tunai. Hal ini sejalan dengan yang 
dinyatakan oleh bapak Akhmad selaku Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan 
Daerah di Pemerintah Kabupaten Gowa. 
Wawancaranya : 
“Kami mulai menerapkan yaa sejak tahun ini… Transaksi non tunai pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa telah dilaksanakan sejak pada 






Pernyataan bapak Akhmad diatas diperkuat oleh bapak Ismail selaku 
Bendahara Pengeluaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam 
wawancaranya, bahwa: 
“Transaksi non tunai di terapkan sejak tahun ini. Sesuai peraturan Bupati 
Nomor 3 Tahun 2018 dan di tanda tangani oleh bapak bupati pada Tanggal 
2 januari 2018. Itu merujuk pada adanya Surat Edaran Menteri Nomor: 
910/ 1867/ SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota.” 
 
Dari beberapa hasil wawancara diatas, maka secara nyata dapat dikatakan 
bahwa, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sudah menerapkan transaksi non 
tunai sejak awal tahun 2018. Meskipun penerapan transaksi non tunai baru di 
terapkan awal tahun ini tetapi penerapan tersebut sudah berjalan dengan 
semaksimalnya. Transaksi non tunai yang di terapkan terbilang cukup bagus, 
karena penerapan transaksi non tunai bukanlah tanpa sebab, pemerintah daerah 
menganggap bahwa dengan di terapkannya transaksi non tunai akan membuat 
pemerintahan yang baik (good governance). Berdasarkan pada tujuan/alasan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa menerapkan transaksi non tunai semata-
mata bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kesejahteraan bersama 
karena akan menjadikan pengelolaan keuangan daerah lebih transparan dan 
efektif.  
Hal ini sejalan dengan pernyataan bapak Akhmad selaku Sekretaris Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa: 
“Tujuan/Alasannya yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas 
transaksi pengelolaan keuangan daerah. Karena dengan berlakunya 
transaksi non tunai ini maka pengelolaan keuangan daerah lebih 
transparansi, efektif, dan efisien. Serta mampu menutup ruang-ruang 






Pernyataan bapak Akhmad diatas diperkuat dengan apa yang dikatakan 
oleh bapak Ismail selaku Bendahara Pengeluaran, bahwa: 
“Berbicara mengenai alasan seperti yang saya katakan tadi itu semua 
merujuk pada surat edaran menteri makanya transaksi non tunai itu 
diterapkan. Sedangkan tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas dan 
transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah supaya lebih efisien dan 
efektif dan mencegah transaksi illegal diluaran sana.” 
 
Penjelasan tersebut dapat ditafsirkan, bahwa Pemerintah Daerah 
Kabupaten Gowa menerapakan transaksi non tunai karena bertujuan untuk 
mendorong transparansi atau akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang 
memiliki banyak manfaat dibandingkan dengan transaksi tunai. Berbagai manfaat 
dari transaksi non tunai antara lain mencegah peredaran uang palsu, menghemat 
pengeluaran Negara, mencegah transaksi illegal atau korupsi, meningkatkan 
sirkulasi uang dalam perekonomian, serta mewujudkan tertib administrasi 
pengelolaan kas. Hal tersebut seperti Pernyataan bapak Ismail selaku Bendahara 
Pengeluaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, yang menyatakan bahwa: 
“keuntungannya itu khususnya misalnya bendahara dengan adanya 
transaksi non tunai maka kita bisa langsung transfer ke pihak ke-3, kita 
tidak perlu menarik uang banyak-banyak dari Bank untuk membayar kas 
pihak ke-3. Jadi mengurangi resiko misalnya perampokan dijalan atau 
seperti apa dan lain-lainnya. Dan juga malah menambah birokrasinya 
semakin cepat jadi SPJ-nya cepat masuk karena adanya transaksi non 
tunai. Tidak ada lagi panjar-panjar kegiatan, karena harus ada bukti dulu 
baru di bayar.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa, 
penerapan transaksi non tunai dapat mengurangi berbagai resiko adanya 
perampokan dijalan. Dengan adanya transaksi non tunai maka semua dana 
ataupun biaya yang dikeluarkan bisa langsung di transfer melalui rekening, itu 





rangka persiapan implementasi transaksi non tunai maka diminta  kepada saudara 
untuk melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan bank/lembaga keuangan 










Dengan demikian, tahapan pertama yang dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten Gowa agar transaksi non tunai dapat berjalan lancar yaitu 
menghimbau kepada semua pegawai untuk diwajibkan memiliki rekening atau 
membuat rekening bagi yang tidak memiliki. Di mana saat ini sudah dilaksanakan 
sistem non tunai maka semua pemasukan maupun pengeluaran sudah masuk ke 
rekening masing-masing. Hal tersebut seperti pernyataan bapak Akhmad selaku 
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa: 
“Yang pertama dilakukan kita informasikan untuk membuka rekening di 
Bank BPD (kasda pemda Gowa) semua pegawai di wajibkan untuk 
membuka rekening.” 
 
Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa, Pemerintah Daerah 



















tersendiri guna memperlancar Gaji, Transportasi, uang makan minum dan lain-
lain untuk ditransfer ke rekening yang bersangkutan. Penerapan transaksi non 
tunai pada saat awal penerapan mengakibatkan adanya sedikit kendala yang 
dialami pihak pemerintah. Seperti pernyataan bapak Akhmad Selaku Sekretaris 
Badan pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa: 
“Awal-awalnya memang terdapat sedikit kendala yaitu soal rekening. 
Karena semua pegawai pada terburu-buru untuk membuka rekening. 
Kendala yang biasa terjadi juga ketika pegawai langsung menarik semua 
uang yang ada di rekening, otomatis setelah itu rekeningnya pasti langsung 
tidak aktif karena saldonya kosong.” 
 
Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa seharusnya pihak 
pemerintah menghimbau pegawai untuk membuat rekening itu sudah jauh-jauh 
hari sebelum penerapan transaksi non tunai itu diberlakukan. Karena yang 
dikhawatirkan adanya kendala seperti ini muncul pada saat penerapan tersebut 
berlansung. Namun dalam implementasi transaksi non tunai ini, Bupati/walikota 
menetapkan kebijakan transaksi non tunai serta menyusun rencana aksi atas 
pelaksanaan kebijakan dimaksud. 
Pemerintah daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai di maksud 
secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam 
pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara 
penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaran oleh bendahara 
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan oleh bupati. Hal 
ini sejalan dengan apa yang diungkapkan bapak ismail selaku bendahara 
pengeluaran, yang menyatakan bahwa: 
“Kebijakannya yaitu pemerintah pusat menghimbau kita melalui surat 





Indonesia secara bertahap. Kalau kita Pemerintah Kabupaten Gowa masih 
merujuk ke pemerintah jawa barat khususnya di kota bandung. Di kota 
bandung juga masih membatasi transaksi non tunai itu Rp 1.000.000 ke 
atas dan di bawah Rp 1.000.000 itu masih dalam bentuk tunai. Jadi istilah 
kebijakan pemerintah membatasi dan memberi kita ruang untuk 
melakukan transaksi ini secara bertahap sesuai dengan iklim wilayah 
Indonesia.” 
 
Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, Adanya kebijakan yang 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam penerapan transaksi 
non tunai secara bertahap maka fokus pengembangan dapat dilakukan terhadap 
wilayah yang berpotensi tinggi dan selanjutnya wilayah yang mempunyai potensi 
menengah tinggi dan seterusnya. Untuk menunjang keberhasilan implementasi 
pengembangan di wilayah potensi tinggi dan menengah tinggi harus disertai 
dengan sosialisasi yang memadai, sehingga diharapkan akan mempermudah 
proses pengembangan transaksi di wilayah-wilayah lain (potensi menengah bawah 
dan rendah).  
Tabel 4.1 
IMPLIKASI TRANSAKSI NON TUNAI 
PERGESERAN UANG PERSEDIAAN 
KAS TUNAI NON TUNAI 
Bendahara Pengeluaran SKPD dapat 
melakukan pergeseran uang dari bank 
ke kas tunai untuk membiayai belanja-
belanja yang tidak dapat dilakukan 
dengan transfer. 
Bendahara Pengeluaran SKPD 
membatasi bahkan tidak perlu lg 
melakukan pergeseran uang dari bank 
ke kas tunai. 
Jumlah yang digeser dari bank ke kas 
tunai harus disesuaikan dengan 
kebutuhan. 
Jumlah yang digeser dari bank ke kas 
tunai harus dibatasi menyesuaikan 
dengan kondisi geografis/teknologi 
Batas maksimal kas tunai yang boleh 
dipegang oleh Bendahara Pengeluaran 
adalah jumlah uang persediaan 
dikurangi dengan dencana pembayaran 
belanja secara transfer. 
Batas maksimal kas tunai yang boleh 
dipegang oleh Bendahara Pengeluaran 
adalah jumlah uang persediaan 
dikurangi dengan rencana pembayaran 





Kebijakan yang dimaksud juga semata-mata karena pertimbangan 
infrastruktur yang terkait dengan penyelenggara transaksi non tunai. Adanya 
infrastruktur dalam penerapan tersebut membantu pihak yang bertanggungjawab 
dalam penerapan transaksi non tunai ini. Hal ini diungkapkan oleh bapak Akhmad 
selaku Sekretaris badan pengelolaan keuangan daerah, yang menyatakan bahwa: 
“Dukungan infrastruktur dalam penerapan transaksi non tunai sudah 
difasilitasi dengan SIMDA kasda yang digunakan oleh bendahara untuk 
membuat laporan pertanggungjawabannya.”  
 
Sedangkan pernyataan bapak Ismail selaku Bendahara pengeluaran 
menyatakan bahwa:  
“menurut saya kalau infrastrukturnya kita sudah cukup. Namun masih ada 
SKPD misalnya laptopnya Cuma 1 dan bendahara penerima memakai itu 
dan bendahara pengeluaran juga pakai itu dan semuanya hanya memakai 
laptop itu maka istilahnya nanti mungkin pemda dalam hal ini dinas 
keuangan harus mengeluarkan atau mengusulkan bahwa khusus 
pengelolaan keuangan harus memakai laptop masing-masing supaya 
datanya tidak tercampur-campur. Dan pada saat mereka ada kegiatan 
masing-masing tidak perlu saling pinjam. Istilahnya masing-masing sudah 
punya. Tapi, pada dasarnya sudah mencukupi.” 
 
Dari beberapa hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, 
salah satu faktor terselenggaranya transaksi non tunai ialah adanya dukungan 
infrastruktur yang memadai dari pihak Pemerintah berupa aplikasi SIMDA kasda 
dan laptop yang digunakan bendahara untuk mempercepat transaksi dan 
pembuatan laporan pertanggungjawaban. Sedangkan faktor lain juga seperti faktor 
sumber daya manusia (SDM) dan teknologi mampu memperkuat penerapan 
transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah. Adanya Faktor sumber 
daya manusia meliputi konflik peran dan motivasi yang dialami individu yang 





pendorong dari fungsi  produksi yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang 
lebih banyak atau lebih efisien dan efektif. 
Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam menyelenggarakan 
pengembangan pasti memerlukan sumber daya manusia dan sumber pembiayaan 
yang memadai. Hal ini senada dengan pernyataan bapak Ismail selaku Bendahara 
Pengeluaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, yang menyatakan bahwa: 
“Yah pertama itu faktor SDMnya. Kapan 74ublic kita bangun maka 
SDMnya juga harus dibangun. Istilahnya setiap tahunnya itu Pemda 
mengadakan sosialisasi. Seperti yang baru-baru ini kita lakukan sosialisasi 
masalah peraturan keuangan. Seperti SIMDA keuangan, Pemda baru 
memakai aplikasi itu beberapa tahun ini. Jadi tiap tahun kita mengadakan 
sosialisasi atau diklat-diklat, termasuk transaksi non tunai kita 
sosialisasikan karena masih banyak bendahara-bendahara yang SDMnya 
memang kurang.” 
 
Sedangkan menurut bapak Akhmad selaku Sekretaris Badan pengelolaan 
keuangan Daerah menyatakan bahwa: 
“Mengenai SDMnya dari dulu sampai sekarang itu di Pemerintah Daerah 
Kabupaten Gowa tidak ada masalah dalam menyikapi setiap perubahan. 
karena kita disini di Pemda setiap tahun melakukan diklat-diklat, jadi kita 
ngambil pemateri secara langsung dan kita ikutkan semua yang ada di 
SKPD.” 
 
Dari beberapa pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, sumber 
daya manusia dalam membangun suatu perkembangan pasti sangat dibutuhkan, 
karena dengan adanya SDM maka 74ublic yang Pemerintah kembangkan akan 
berjalan lancar. Berdasarkan data yang didapat SDM yang memainkan peranan 
penting dalam pelaksanaan transaksi non tunai yakni bendahara. Bendahara yang 
dimaksud merupakan bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran yang 
ada di SKPD. Dalam lembaga pemerintah daerah sumber daya manusia harus 





pelatihan sehingga nantinya akan dapat memberikan manfaat terhadap pemerintah 
daerah. Pelatihan dasar ini mencakuplah cara menginput data anggaran dan 
penatausahaan, cara membuat laporan, cara melakukan peninjauan, dan cara 
melakukan analisis. 
Sarana yang diperlukan dalam penerapan transaksi non tunai pada 
pengelolaan keuangan daerah tergolong sederhana. Sarana yang diperlukan hanya 
berupa 75ublic75i, aplikasi SIMDA, jaringan, rekening dan bekerja sama dengan 
pihak Bank. Penerapan transaksi non tunai pada pemerintah daerah sebagai suatu 
organisasi 75ublic 75ublic yang dapat meningkatkan pengelolaan keuangan 
daerah pada lingkungan pemerintah daerah. Dengan meningkatnya pengelolaan 
keuangan daerah dan adanya transaksi non tunai membuat kualitas laporan 
keuangan lebih transparan dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
dalam pengambilan keputusan (agency teory) dan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya dan asset yang 
ada pada pemerintah daerah tersebut.  
Sesuai dengan fungsi teori keagenan (agency teory) menjelaskan bahwa 
dalam konteks sector 75ublic akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang Amanah 
(pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan 
dan mengungkapkan segala aktivitasnya. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas 
wewenang yang diberikan, maka agen memberikan laporan pertanggungjawaban 
terhadap principal (Santoso dan Pambelum, 2008) dalam hal ini manajemen atas 





dijelaskan untuk selalu menjaga Amanah dalam QS Al-Anfal/8: 27 yang 
berbunyi: 
 أُىتََأ َٔ  أىُِكت ٰـ َُ ٰـ ََيأ ْا ٕٓ ََُُٕخت َٔ  َلُٕس هشنٱ َٔ  َ هللَّٱ ْإََُُٕخت َلَ ْإَُُياَء ٍَ يِزهنٱ َاہَُّيٓأ ٰـ َي
 ٌَ ٕ ًُ َه أَعت 
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati Amanat-
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Qs Al-
Anfal/8: 27). 
 
Penjelasan ayat tersebut menganjurkan umat muslim untuk selalu bersifat 
amanah. Sifat amanah merupakan syarat pokok bagi setiap pemimpin karena jika 
tidak memiliki sifat tersebut, niscaya akan membawa kepada kerusakan 
masyarakat atau bangsa dan Negara. 
C. Transaksi Non Tunai Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi  
Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek terpenting dalam 
pengelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan dalam menentukan 
keberhasilan pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat daerah. Pengelolaan 
kauangan daerah yang baik akan berdampak pada penyelenggaraan Pemerintah 
yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Definisi pengelolaan keuangan daerah 
adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan 
kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 
dan pertanggungjawaban (Karianga, 2011). 
Acuan dalam suatu pengelolaan daerah meliputi: pengelolaan keuangan 





pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada 
khususnya; kejelasan peran partisipasi; kerangka 77ubli dan administrasi bagi 
pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah di dasarkan pada kaidah 
mekanisme pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pada 
value for money, transparansi dan akuntabilitas; kejelasan kedudukan DPRD, 
Bupati, pegawai; akuntan public dalam pengewasan, pemberian opini dan rating 
kinerja anggaran dan transparansi informasi ke public.  
Suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah 
tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi 
daerah (Sari, 2016). Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu 
77ublic yang terintegrasi yang di wujudkan dalam APBD yang setiap tahun di 
tetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini sejalan dengan pernyataan bapak Ismail 
selaku Bendahara Pengeluaran, yang menyatakan bahwa: 
“Ada Permendagri yang keluar tiap tahunnya mengenai pengusunan 
APBD itu yang harus kita ikuti dan patuhi. Kapan keluar dari situ berarti 
kita melanggar. Setiap akhir tahun pasti ada yang namanya pedoman 
penyusunan APBD. Dan kenapa harus akhir tahun, karena APBD untuk 
tahun berikutnya maksimal tanggal pengesahannya akhir desember, itu 
sudah disahkan akhir desember karena januari harus dipakai. Ada memang 
kaidah-kaidah yang mengatur itu tapi yang pokok adalah pedoman 
penyusunan APBD.”  
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada Peraturan Perundang-
Undangan. Landasan 77ubli yang mengatur pengelolaan keuangan daerah yaitu 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan 
daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 3 yang sekarang telah 





pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, 
asas umum dan struktur APBD serta cara penyusunan, penetapan, pelaksanaan, 
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD). Sehingga dengan mengikuti aturan perundang-undangan tersebut maka 
dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan. 
Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat  yaitu adanya penerapan 
transaksi non tunai. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka Pemda Gowa dapat 
mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam menciptakan good governance 
di Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. 
Seperti dalam QS. Al-Syu’araa’/26: 215 mengenai rasa tanggung jawab, 
yang berbunyi: 
 ٍَ ِيُِي أ ًُ أنٱ ٍَ ِي َكََعثهتٱ ٍِ ًَ ِن َكَحَاَُج أ ِف أخٱ َٔ  
Terjemahnya:  
“Dan rendahlan;ah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu 
orang-orang yang beriman. (QS. Al-Syu’araa: 215).” 
 
Ayat diatas menjelaskan seorang pemimpin wajib memiliki hati yang 
melayani atau akuntabilitas. Istilah akuntabilitas adalah berarti penuh tanggung 
jawab dan dapat diandalkan. Artinya seluruh perkataan, pikiran dan tindakannya 
dapat dipertanggungjawabkan kepada 78ublic dan kepada Allah kelak di akhirat 
nanti. Pemimpi yang melayani adalah pemimpin yang mau mendengar. Mau 
mendengar setiap kebutuhan, impian dan harapan dari mereka yang dipimpin. 





bagi bangsa ataupun organisasi yang dipimpin, baik itu di dunia ataupun di akhirat 
nanti.  
Salah satu kebijakan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi 
pengelolaan keuangan Negara adalah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 
2003 tentang keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan 
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerntahan yang ditetapkan dengan peraturan 
pemerintah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bapak Ismail selaku 
Bendahara Pengeluaran, yang menyatakan bahwa: 
“laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan 
sesuai peraturan pemerintah nomor 71 tentang standar akuntansi 
pemerintah (SAP). Sap itulah yang menjadi pedoman untuk menyusun 
laporan keuangan.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah 
Daerah Kabupaten Gowa merupakan entitas pemerintah yang harus melaksanakan 
SAP berbasis akrual. Sebagai entitas Pemerintah, Pemda Gowa menggunakan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber pendanaan 
dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Untuk itu sebagai bentuk 
akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa juga harus 
melaporkan pengelolaan keuangan atas APBD tersebut kepada stakeholder 
berdasarkan aturan yang berlaku yakni dengan menggunakan SAP berbasis akrual 
sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. 
Penerapan transaksi non tunai di Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa 





Keuangan Daerah. Transaksi non tunai memiliki keunggulan dibandingkan 
transaksi tunai yang dilakukan secara konvesional, diantaranya proses 
pelaporannya dapat dilakukan dengan lebih cepat. Jika proses transaksi bisa 
dilakukan dengan cepat, maka akan berpengaruh pada peraturan ekonomi 
dimasyarakat dan transaksi pun dapat dilakukan dengan lebih efisien. Dan mampu 
membuat pemerintahan yang bersih (good governance) dari tindakan-tindakan 
illegal (korupsi). Hal ini senada dengan pernyataan bapak Akhmad selaku 
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam wawancaranya 
menyatakan bahwa: 
“Iya, karena dengan adanya transaksi non tunai maka 80ublic pelaporan 
keuangan lebih cepat dan tidak menumpuk, di tambah lagi dengan adanya 
aplikasi SIMDA SP2D akan mempermudah semuanya. SIMDA SP2D itu 
begitu kita terbitkan maka langsung terkoneksi dengan Bank. Jadi bisa 
dikatakan dapat menciptakan pemerintahan yang baik (good governance).”  
 
Sedangkan menurut Pernyataan bapak Ismail selaku Bendahara 
Pengeluaran di Pemerintah daerah Kabupaten Gowa,  menyatakan bahwa: 
“Menurut saya iya, karena bisa memanfaatkan auditor seperti BPK untuk 
memeriksa, seperti contohnya nanti inspektorat juga ikut memeriksa. 
Mereka hanya cukup melihat transaksi antara rekening bendahara dan 
rekening Bank. Istilahnya itu di rekening Koran dia bisa liat uang itu lari 
kemana dan tidak perlu lagi untuk membongkar-bongkar SPJnya secara 
manual. Jadi bisa dikatakan baguslah.” 
 
Dari beberapa hasil wawancara diatas, maka dapat di simpulkan bahwa 
penerapan transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah memang perlu 
diterapkan di Pemerintahan maupun di perusahaan. Dimana dengan adanya 
transaksi non tunai. maka pelaporan yang di buat oleh bendahara akan lebih cepat 





membuat laporan tersebut lebih ril. Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa telah 
difasilitasi dengan aplikasi SIMDA.  
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dirancang oleh Badan 
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu 81ublic 
informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses 
penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) (Mariska dan 
Dewi, 2018). Dengan adanya aplikasi SIMDA ini membantu dalam penerapan 
transaksi non tunai. Dimana bendahara tidak perlu lagi untuk mencetak uang 
kertas karena 81ublic yang digunakan sekarang sudah non tunai, artinya semua 
transaksi akan langsung masuk direkening masing-masing. Hal ini seperti 
pernyataan bapak Akhmad selaku Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan 
Daerah, yang menyatakan Bahwa:  
“Sangat penting memang, artinya uang tidak lagi menumpuk di kas, dan 
tingkat resiko keamanan uang itu tidak ada lagi. Karena siapa yang mau 
ambil uang kalau ada di rekening.” 
 
Pernyataan bapak Akhmad diatas, diperkuat dengan pernyataan bapak 
Ismail selaku Bendahara Pengeluaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, 
Bahwa: 
“Menurut perkembangan teknologi itu sangat mendukung dan penting. 
Karena setelah di sosialisasikan oleh kementrian keuangan dan menteri 
dalam negeri bahwa transaksi non tunai ini sangat membantu utamanya 
bisa menghemat pencetakan uang kertas sampai puluhan miliyar. Dan 
bukan hanya itu dia bisa menghemat kiriman uang karena semuanya 
dilakukan dengan by system. Contonya itu seperti TOL, ketika kita mau 
bayar di Tol kita sudah memakai kartu dan tidak memakai uang cash lagi.” 
 
Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 





kemajuan teknologi informasi agar dapat mempermudah proses pengelolaan data 
keuangannya agar dapat mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah 
diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 tahun 2005 tentang 82ublic 
informasi keuangan daerah yang merupakan pengganti PP Nomor 11 tahun 2001 
tentang informasi keuangan daerah [4] yang isinya sebagai berikut: “Untuk 
menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan sejalan dengan prinsip tata 
pemerintah yang baik (good governance), pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan 
pemerintahan.” 
Pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan laporan keuangan 
yang baik pula, hal ini dapat mengindikasikan kinerja yang baik pula pada suatu 
instansi atau organisasi. Pengelolaan keuangan daerah harus transparansi yang 
mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. 
Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban public juga diperlukan dalam 
arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan 
pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan 
kepada DPRD dan masyarakat. Kemudian, value for money yang berarti 
diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi 
dan efektifitas.  
Sesuai dengan konsep agency theory dalam pengelolaan keuangan daerah 
bahwa akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemerintah yang 





D. Pandangan Pegawai Negeri Sipil Terhadap Penerapan Transaksi Non 
Tunai  
Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa telah menerapkan transaksi non tunai 
agar tercipta akuntabilitas dan transparansi dalam Pemerintahan. Partisipasi 
penyusunan anggaran merupakan keterlibatan seluruh pegawai dalam suatu 
instansi untuk melakukan kegiatan dalam pencapaian sasaran yang telah 
ditetapkan dalam anggaran. Namun yang terjadi penerapan transaksi non tunai ini 
membuat sebagian pegawai negeri sipil (PNS) menjadi bingung. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan bapak Akhmad selaku Sekretaris badan pengelolaan keuangan 
daerah, yang menyatakan bahwa: 
“Awalnya pegawai yang tidak mempunyai rekening merasa bingung 
karena harus membuat rekening dulu. Sesuai dengan peraturan bupati yang 
telah berlaku, karena kita tidak bisa memberikan uang tunai diatas 1 juta 
rupiah. Pasti harus melalui rekening masing-masing.” 
 
Sedangkan menurut pernyataan bapak Ismail selaku Bendahara 
Pengeluaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa menyatakan bahwa: 
“Sebagian responnya baik dan sebagian juga responnya mengeluh. 
Baiknya itu pada saat kita melakukan transaksi ke mereka itukan langsung 
masuk ke rekeningnya masing-masing dan tidak perlu by cash. Sedangkan 
yang dikeluhkan itu mereka biasanya kalau di rekening itu pasti ada 
potongan Banknya.” 
 
Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, 
sebenarnya penerapan transaksi non tunai ini merupakan system yang bagus untuk 
di terapkan. Namun, yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, 
pegawai negeri sipil (PNS) menjadi kebingunan. Itu di karenakan sebagian dari 
mereka tidak memiliki rekening. Maka dengan ini PNS harus memiliki rekening 





rekening. Hal ini semata-mata karenakan adanya peraturan bupati yang tidak 
memperbolehkan ada penarikan tunai diatas 1 juta rupiah. Untuk itu pihak yang 
bertanggung jawab menghimbau untu segera memiliki rekening. Adanya kendala 
terkait rekening, membuat penerapan transaksi non tunai di Pemerintah Daerah 
Kabupaten Gowa menjadi sedikit terhambat. Seperti contoh transaksi gaji, uang 
makan dan minum serta lembur para PNS yang saat ini masih belum lancar dan 
tepat waktu. 
Adapun sisi positif dan negative dari pembayaran transaksi non tunai 
yaitu: 
1. Positif  
a) Mengurangi banyaknya uang yang beredar.  
b) Mempermudah transaksi. 
c) Mudah untuk di awasi. 
d) Tidak memerlukan biaya mahal. 
e) Efisien. 
2. Negatif  
a) Adanya biaya administrasi tambahan. 
b) Sering terjadi kesalahan atau eror. 
c) Merugikan beberapa pihak. 











Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 
bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut :  
1. Proses implementasi transaksi non tunai di Pemerintah Daerah Kabupaten 
Gowa di mulai pada tahun 2018 sesuai Peraturan Bupati Gowa Nomor 03 
tahun 2018 yang di tanda tanggani oleh bapak Bupati pada tanggal 02 
januari 2018. Meliputi penerimaan dan pengeluaran APBD. Pelaksanaan 
penerapan transaksi non tunai pada tata kelola keuangan pemerintah 
daerah Kabupaten Gowa sudah berdasarkan good governance tetapi belum 
sepenuhnya optimal.  
2. Implementasi transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah 
dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi saat ini belum efektif. 
Hal tersebut terkait dengan masalah infrastruktur dan Rekening. Meskipun 
penerapan transaksi non tunai belum efektif, tetapi dengan penerapan 
transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya 
menggunakan transaksi tunai beralih menjadi transaksi non tunai 
mempermudah atau mempercepat bendahara untuk membuat laporan 
pertanggungjawaban. 
3. Diterapkannya Transaksi non tunai merupakan sistem pengembangan 





terlihat karena mampu menguraikan secara jelas dan rinci alur dari setiap 
transaksi keuangan yang dihasilkan mampu memberikan informasi secara 
cepat, tepat, lengkap dan dapat diandalkan. Maka dari itu transparansi 
tersebut secara langsung mampu menujukkan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah. 
B. Implikasi Penelitian 
Implikasi penelitian yang diajukan peneliti berupa saran-saran atas 
keterbatasan yang ada untuk perbaikan di masa mendatang, antara lain : 
1. Pemahaman terhadap penerapan transaksi non tunai, diharapkan dapat 
memberikan tambahan pengetahuan dan masukan terkait penerapan 
transaksi non tunai agar kedepannya penerapan transaksi non tunai dapat 
dijalankan dengan efektif dan maksimal demi terciptanya akuntabilitas dan 
transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gowa. 
2. Penerapan transaksi non tunai, diharapkan dengan ini mampu 
meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penerapan transaksi non tunai, 
serta bisa mengatasi masalah-masalahterkait dengan dukungan 
infrastruktur dan Rekening di Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. 
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan memperluas atau memperdalam 
pertanyaan-pertanyaan terkait transaksi non tunai, sehingga dapat 
diketahui secara lebih luas implikasi penerapan transaksi non tunai di 







C. Saran  
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan 
diatas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat 
memperbaiki ataupun menyempurnakan penerapan Transaksi Non Tunai pada 
Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Gowa sehingga lebih 
membawa dampak yang baik bagi pengelolaan keuangan dalam mewujudkan 
good governance. Adapun saran-saran yang dimaksud adalah : 
1. Berfokus pada peningkatan kulitas sumber daya manusia (SDM) yang 
dimiliki dengan cara gencar memberikan sosialisasi serta pelatihan secara 
berkala kepada SDM terkait Transaksi non tunai. 
2. Tidak perlu ada perbedaan penganggaran dan pelaporan dalam 
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A. Pertanyaan Umum 
1. Sejak kapan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa menerapkan transaksi 
non tunai ? 
2. Apa tujuan/alasan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa menerapkan 
transaksi non tunai ? 
3. Apa saja keuntungan dan kerugian yang diperoleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Gowa terkait penerapan transaksi non tunai ? 
4. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 
Gowa sejak di laksanakannya penerapan transaksi non tunai pada 
pengelolaan keuangan daerah ? 
 
B. Pertanyaan Khusus 
1. Bagaimana bapak/ibu menyikapi perubahan dari sistem transaksi tunai ke 
sistem transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah ? 
2. Bagaimana kesiapan SDM dengan adanya perubahan tersebut ? 
3. Apakah menurut bapak/ibu penerapan transaksi non tunai itu sangat 
penting diterapkan dalam pemerintahan ?  
4. Apakah menurut bapak/ibu penerapan transaksi non tunai dapat 
mewujudkan good governance ? 
5. Apakah dalam penerapan transaksi non tunai di pemerintah daerah saat 




6. Faktor-faktor apa saja yang mendukung penerapan transaksi non tunai 
bisa berjalan dengan lancar ? 
7. Bagaimana dukungan infrastruktur dalam penerapan transaksi non tunai 
pada pengelolaan keuangan daerah ? 
8. Apa kebijakan yang di berikan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa 
terkait penerapan transaksi non tunai ? 
9. Menurut bapak/ibu bagaimana pandangan pegawai terkait penerapan 
transaksi non tunai yang telah di berlakukan di Pemerintah Daerah 
Kabupaten Gowa ? 
10. Apakah dalam pelaksanaan APBD di Pemerintah Daerah Kabupaten 
Gowa telah dipatuhi oleh semua pihak yang terkait ? 
11. Apakah bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 











































































Nama    : Akhmad S.Sos, MM 
Jabatan  : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Tanggal  : Kamis, 27 September 2018 
Pukul    : 09.15 Wita 
1. Sejak kapan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa menerapkan 
transaksi non tunai ? 
Informan :  
Kami mulai menerapkan ya Sejak tahun ini… transaksi non tunai pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa telah dilaksanakan sejak pada tanggal 2 
januari 2018. 
2. Apa tujuan/alasan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa menerapkan 
transaksi non tunai ? 
Informan : 
Tujuan/Alasannya yaitu Sebagai upaya untuk meningkatan akuntabilitas 
transaksi pengelolaan keuangan daerah. Karena dengan berlakunya transaksi 
non tunai ini maka pengelolaan keuangan daerah lebih transparan, efektif, dan 
efisien. Serta mampu menutup ruang-ruang tindak pidana korupsi. 
3. Apa saja keuntungan yang di peroleh Pemerintah Daerah Kabupaten 





Keuntungan dalam penerapan transaksi non tunai yaitu dapat mencegah 
peredaran uang palsu, menghemat pengeluaran negara, dan mencegah 
transaksi illegal (korupsi). 
4. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 
Gowa sejak dilaksanakannya penerapan transaksi non tunai pada 
pengelolaan keuangan daerah ? 
Informan : 
Awal-awalnya memang terdapat sedikit kendala soal rekening. Karena semua 
pegawai pada terburu-buru untuk membuka rekening. Kendala yang biasa 
terjadi juga ketika pegawai langsung menarik semua uang yang ada di 
rekening, otomatis setelah itu rekeningnya pasti langsung tidak aktif karena 
saldonya kosong. 
5. Bagaimana bapak/ibu menyikapi perubahan dari sistem transaksi tunai 
ke sistem transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah ? 
Informan :  
Yang pertama di lakukan kita informasikan untuk membuka rekening di bank 
BPD (kasda pemda Gowa) semua pegawai di wajibkan untuk membuka 
rekening. 
6. Bagaimana kesiapan SDM dengan adanya perubahan tersebut ? 
Informan : 
Mengenai SDMnya dari dulu sampai sekarang itu di Pemerintah Daerah 
Kabupaten Gowa tidak ada masalah selalu siap dalam menyikapi setiap 




jadi kita ngambil pemateri secara langsung dan kita ikutkan semua yang ada 
di SKPD. 
7. Apakah menurut bapak/ibu penerapan transaksi non tunai itu sangat 
penting di terapkan dalam pemerintahan ? 
Informan : 
Sangat penting memang, artinya uang tidak lagi menumpuk di kas, dan 
tingkat resiko keamanan uang itu tidak ada lagi. Karena siapa yang mau ambil 
uang kalau ada di rekening. 
8. Apakah menurut bapak/ibu penerapan transaksi non tunai dapat 
mewujudkan good governance ? 
Informan : 
Iya, karena dengan adanya transaksi non tunai maka sistem pelaporan 
keuangan lebih cepat dan tidak menumpuk, ditambah lagi dengan adanya 
aplikasi SIMDA SP2D akan mempermudah semuanya. SIMDA SP2D itu 
begitu kita terbitkan maka langsung terkoneksi dengan bank. Jadi bisa 
dikatakan dapat menciptakan pemerintahan yang baik (good governance).  
9. Apakah dalam penerapan transaksi non tunai di Pemerintah Daerah 
Kabupaten Gowa saat ini telah berjalan dengan lancar ? 
Informan : 
Saat ini karena sudah berjalan hampir 10 bulan jadi bisa dikatakan sudah 
lumayan berjalan dengan lancar. Palingan awal-awalnya saja yang masih 
belum terbiasa jadi masih ada sedikit masalah. Tapi, sekarang sudah terbiasa 




10. Faktor-faktor yang mendukung penerapan transaksi non tunai pada 
pengelolaan keuangan daerah ? 
Informan : 
Faktor-faktornya yaitu Bendahara harus di fasilitasi dengan aplikasi KASDA 
dan SIMDA pengeluaran keuangan. Dua aplikasi itu harus dimiliki oleh 
bendahara sehingga ketika bendahara ingin mentransfer uang maka dia bisa 
langsung transfer tanpa pergi-pergi. 
11. Bagaimana dukungan infrastruktur dalam penerapan transaksi non 
tunai pada pengelolaan keuangan daerah ? 
Informan : 
Dukungan infrastruktur dalam penerapan transaksi non tunai sudah di 
fasilitasi dengan SIMDA KASDA yang digunakan oleh Bendahara untuk 
membuat laporan pertanggungjawabannya. 
12. Apa kebijakan yang di berikan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa 
terkait penerapan transaksi non tunai ? 
Informan : 
Kebijakan pemerintah dapat melaksanakan transaksi non tunai secara 
bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai. 
13. Menurut bapak/ibu bagaimana pandangan pegawai terkait penerapan 
transaksi non tunai ? 
Informan :  
Awalnya pegawai yang tidak mempunyai rekening merasa bingung karena 




berlaku, karena kita tidak bisa memberikan uang tunai di atas 1 juta rupiah. 
Pasti harus melalui rekening masing-masing. 
14. Apakah dalam pelaksanaan APBD di pemerintah daerah kabupaten 
gowa telah dipatuhi oleh semua pihak yang terkait ? 
Informan : 
Iya kaidah semua harus kita patuhi dan tidak boleh tidak. Setiap menjelang 
akhir pasti ada turun pedoman penyusunan APBD. Dan kita tidak boleh 
keluar dari situ karena itu akan melanggar kaidahnya. 
15. Apakah bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan? 
Informan : 
Laporannya disusun dan disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 















Nama   : Ismail, SE 
Jabatan  : Bendahara Pengeluaran 
Tanggal  : Kamis, 04 Oktober 2018 
Pukul    : 09.30 Wita 
1. Sejak kapan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa menerapkan 
transaksi non tunai ? 
Informan : 
Transaksi non tunai di terapkan sejak tahun ini. Sesuai Peraturan Bupati 
Nomor 3 Tahun 2018 dan di tanda tanggani oleh bapak bupati pada tanggal 2 
januari 2018. Itu merujuk pada adanya Surat Edaran Menteri Nomor: 910/ 
1867/ SJ tentang Implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota. 
2. Apa tujuan/alasan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa menerapkan 
transaksi non tunai ?  
Informan : 
Berbicara mengenai alasan seperti yang saya katakan tadi itu semua merujuk 
pada surat edaran menteri makanya transaksi non tunai itu diterapkan. 
Sedangkan tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi 
dalam pengelolaan keuangan daerah supaya lebih efisien dan efektif dan 




3. Apa saja keuntungan yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten 
Gowa terkait penerapan transaksi non tunai ? 
Informan :  
Keuntungan itu khususnya misalnya bendahara itu dengan adanya transaksi 
non tunai maka kita bisa langsung transfer ke pihak ke-3, kita tidak perlu 
menarik uang banyak-banyak dari bank untuk membayar kas pihak ke-3. Jadi 
mengurangi resiko misalnya perampokan dijalan atau seperti apa dan lain-
lainnya. Dan juga malah menambah birokrasinya semakin cepat jadi SPJ-nya 
cepat masuk karena adanya transaksi non tunai. Tidak ada lagi panjar-panjar 
kegiatan karena harus ada bukti dulu baru di bayar. 
4. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 
Gowa sejak dilaksanakannya penerapan transaksi non tunai pada 
pengelolaan keuangan daerah ? 
Informan : 
Menurut Peraturan Bupati yang telah kita tetapkan pada akhir bulan kas di 
bendahara tidak boleh lebih dari Rp 1.000.000, kadang kala kita ini bendahara 
menarik uang misalnya banyak terus belum dihitung ini uang yang mau 
keluar, jadi di ragukannya nanti pada akhir bulan ini semua uang di tarik tidak 
habis jadi kasnya lebih dari Rp 10.000.000 itu melanggar peraturan bupatinya 
karena peraturan bupatinya itu maksimal Rp 10.000.000 di kas pada akhir 
bulan. Jadi harusnya itu kita harus menghitung dulu semua apa-apa yang mau 
dibelanja untuk di pertanggungjawabkan pada bulan itu dan tidak boleh kita 




5. Bagaimana bapak/ibu menyikapi perubahan dari sistem transaksi tunai 
ke sistem transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah ? 
Informal : 
Kita belum bisa melihat perkembangannya seperti apa untuk laporan keuangan 
daerah karena ini tahun 2018 belum berakhir. Istilahnya kita baru 
memberlakukan 2018, kita nanti bisa liat efeknya pada laporan keuangan 
daerah itu pada 2019, karena setelah kita melakukan pelaporan keuangan 
untuk 1 tahun kedepan karena kita belum bisa mengambil kesimpulan kalau 
belum menyusun laporannya.  
6. Bagaimana kesiapan SDM dengan adanya perubahan tersebut ? 
Informan : 
Ini yang biasa agak susah, karena sekarang sudah jamannya jadi begitu ada 
aplikasi maka SDMnya juga harus mengerti dengan isi aplikasi itu. Jadi, pada 
saat kita menerapkan peraturan bupati ini kita sudah panggil semua bendahara 
seKab Gowa untuk mensosialisasikan peraturan bupati ini meskipun demikian 
diperjalanan biasa masih ada yang belum terlalu mengerti. Contohnya, kas 
tunai itu tidak boleh lebih dari Rp 10.000.000 dari akhir bulan menurut 
peraturan bupati gowa. Tapi, itu masing-masing di daerah. Misalnya di luar 
Gowa bisa saja mereka buat peraturan bupatinya itu lebih dari Rp 10.000.000. 
bahkan ada daerah sudah Nol Rupiah di kasnya.  
7. Apakah menurut bapak/ibu penerapan transaksi non tunai itu sangat 





Menurut perkembangan teknologi itu sangat mendukung dan penting, setelah 
di sosialisasikan oleh kementrian keuangan dan menteri dalam negeri bahwa 
transaksi non tunai ini sangat membantu utamanya bisa menghemat 
pencetakan uang kertas sampai puluhan miliyar. Dan bukan hanya itu dia bisa 
menghemat kiriman uang karena semuanya dilakukan dengan by sistem. 
Contohnya itu seperti TOL, ketika kita mau bayar di tol sudah memakai kartu 
dan tidak memakai uang cash lagi.  
8. Apakah menurut bapak/ibu penerapan transaksi non tunai dapat 
mewujudkan good governance ? 
Informan : 
Menurut saya iya, karena bisa memanfaatkan auditor seperti BPK memeriksa, 
seperti contohnya nanti inspektorat juga ikut memeriksa. Mereka hanya cukup 
melihat itu transaksi antara rekening bendahara dan rekening Bank. Istilahnya 
itu di rekening Koran dia bisa liat uang itu lari kemana dan tidak perlu lagi 
untuk membongkar-bongkar SPJnya secara manual. Jadi bisa dikatakan 
baguslah. 
9. Apakah dalam penerapan transaksi non tunai di Pemerintah Daerah 
Kabupaten Gowa saat ini telah berjalan dengan lancar ? 
Informan : 
Alhamdulillah sampai saat ini untuk transaksi non tunai berjalan lancar 
meskipun masih ada hal-hal yang masih sulit untuk diterapkan. Contohnya 
pembayaran listrik kan dengan transaski non tunai di Kabupaten Gowa sesuai 




dilakukan dengan jumlah Rp 1.000.000 keatas. Jadi Rp 1.000.000  kebawah 
itu masih bisa dilakukan dengan cash. Di kecualikan perjalanan dinas, honor, 
transport untuk yang pelatihan itu bisa cash dalam peraturan bupati.  
10. Factor-faktor yang mendukung penerapan transaksi non tunai pada 
pengelolaan keuangan daerah ? 
Informan : 
Yah pertama itu faktor SDMnya. Kapan system kita bangun maka SDMnya 
juga harus dibangun. Istilahnya setiap tahunnya itu Pemda mengadakan 
sosialisasi. Seperti yang baru-baru ini kita lakukan sosialisasi masalah 
peraturan keuangan. Seperti SIMDA keuangan, Pemda baru memakai aplikasi 
itu beberapa tahun ini. jadi tiap tahun kita mengadakan sosialisasi atau diklat-
diklat, termasuk transaksi non tunai kita sosialisasikan karena masih banyak 
bendahara-bendahara yang SDMnya memang kurang. 
11. Bagaimana dukungan infrastruktur dalam penerapan transaksi non 
tunai pada pengelolaan keuangan daerah ? 
Informan : 
Menurut saya kalau infrastruktur kita sudah cukup. Namun masih ada SKPD 
misalnya laptopnya Cuma 1 dan bendahara penerima pakai itu dan bendahara 
pengeluaran juga pakai itu dan semuanya hanya memakai laptop itu maka 
istilahnya nanti mungkin PEMDA dalam hal ini dinas keuangan harus 
mengeluarkan atau mengusulkan bahwa khusus pengelolaan keuangan harus 
memakai laptop masing-masing supaya datanya tidak tercampur-campur. Dan 




istilahnya masing-masing sudah punya. Tapi, pada dasarnya sudah 
mencukupi.  
12. Apa kebijakan yang di berikan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa 
terkait penerapan transaksi non tunai ? 
Informan : 
Kebijakannya yaitu pemerintah pusat menghimbau kita melalui surat 
edarannya bahwa kita harus melakukan transaksi non tunai di seluruh 
Indonesia secara bertahap. Kalau kita Pemerintah Kabupaten Gowa masih 
merujuk ke pemerintah jawa barat khususnya kota bandung. Di kota bandung 
juga membatasi transaksi non tunai itu Rp 1.000.000 ke atas dan di bawah Rp 
1.000.000 itu masih tunai. Jadi istilah kebijakan pemerintah membatasi dan 
memberi kita ruang untuk melakukan transaksi ini secara bertahap sesuai 
dengan iklim wilayah Indonesia. 
13. Menurut bapak/ibu bagaimana pandangan pegawai terkait penerapan 
transaksi non tunai yang telah di berlakukan di Pemerintah Daerah 
Kabupaten Gowa ? 
Informan : 
Sebagian responnya baik dan sebagian responya juga mengeluh. Baiknya itu 
pada saat kita melakukan transaksi ke mereka itukan langsung masuk ke 
rekeningnya masing-masing dan tidak perlu by cash. Sedangkan yang 





14. Apakah dalam pelaksanaan APBD di pemerintah daerah kabupaten 
gowa telah dipatuhi oleh semua pihak yang terkait ? 
Informan: 
Ada Permendagri yang keluar tiap tahunnya mengenai penyusunan APBD itu 
yang harus kita ikuti dan patuhi. Kapan keluar dari situ berarti kita melanggar. 
Setiap akhir tahun pasti ada yang namanya pedoman penyusunan APBD. 
Kenapa harus akhir tahun, karena APBD untuk tahun berikutnya maksimal 
tanggal pengesahannya akhir desember, itu sudah disahkan diakhir desember 
karena januari sudah mau dipakai. Ada memang kaidah-kaidah yang mengatur 
itu tapi yang pokok adalah pedoman penyusunan APBD. 
15. Apakah bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan ? 
Indirman: 
Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 
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